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ABSTRAK 

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul ‚Tinjauan 

Fiqh Siya>sah Terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi 

Bagi Narapidana dan Anak di Era Pandemi Covid-19‛ yang bertujuan untuk 

menjawab dua rumusan masalah yaitu: bagaimana tinjauan yuridis terhadap 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 

Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan 

Anak di Era Pandemi Covid-19 serta bagaimana tinjauan fiqh siya>sah terhadap 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 

Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan 

Anak di Era Pandemi Covid-19. 

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Data 

penelitian ini dihimpun menggunakan teknik dokumentasi dengan pendekatan 

statue approach. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif yang 

selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit 

mengenai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 

2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana 

dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, 

selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, 

yaitu Fiqh Siya>sah. 

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa dengan pemberlakuan Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait pemberiann Asimilasi dan Hak 

Integrasi di tengah pandemi Covid-19,menimbulkan sisi atau dampak positif dan 

negatif. Di dalam kebijakan tersebut dijelaskan bahwa Narapidana dan Anak 

yang memenuhi syarat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

10 Tahun 2020 dalam hal pmberian Asimilasi dan Hak Integasi berhak 

mendapatkan haknya sebagai Narapidana dan Anak. Sisi negatifnya, menurut 

penulis masyarakat merasakan akan keresahan atau merasa terganggu akan 

kehidupan bermasyarakat akhirnya menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran 

dengan dibebaskannya Narapidana dan Anak yang akan mengulangi tindak 

pidananya setelah Narapidana dan Anak tersebut mendapatkan Asimilasi dan 

Hak Integrasi. Bahwa kebijakan tersebut meanggar Hak Asasi Manusia yang 

tertuang dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang mengakibatkan masyarakat 

merasa khawatir dan cemas. Selain itu juga kebijaka tersebut melanggar prinsip 

Hak Asasi Manusia menurut Islam yaitu prinsip dharur>iyah al-khams yaitu hak 

perlindungan jiwa (hifdzu nafs). 

Sejalan dengan kesimpulan diatas bahwasanya dibutuhkan kebijakan 

pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan Hak Aasi Manusia untuk 

mengkaji ulang kebijakan tersebut dan membuat peraturan kebijakan yang 

mencerminkan asas keadilan, kesetaraan, keseimbangan, ketertiban dan 

kepastian.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Virus Covid-19 merupakan keluarga besar viru yang menyebabkan 

infeksi pernafasan. World Health Organization (WHO) telah menetapkan 

wabah virus corona (Covid-19) sebagai pandemi global. Penetapan sebagai 

pandemi global tanggal 12 Maret 2020 oleh Direktur Jenderal WHO, Dr 

Tedros Adhanom Ghebreyesus.
1
 

Presiden Jokowi saat konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor 

pada Selasa, 31 Maret 2020 lalu. Penetapan ini dilakukan lewat penerbitan 

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non 

Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana 

nasional.  

Kebijakan dalam rangka mengatasi dan meminimalisasi percepatan 

penyebaran virus ini diambil oleh Pemerintah Indonesua melalui kewajiban 

masyarakat untuk menerapkan program pola hidup sehat, social disatncing, 

dan physical distancing kepada seluruh masyarakat, tidak terkecuali 

masyarakat yang menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan 

Rumah Tahanan Negara (Rutan). 

                                                           
1
 World Health Organization, ‚Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report – 22, (11 

Februari 2020). 
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Berkaitan dengan maraknya wabah Covid-19, dalam membuat 

kebijakan pembebasan narapidana, Pemerintah menetapkannya melalui 

program asimilasi dan integrasi. Pembebasan narapidana ini merupakan 

bagian dari upaya Pemerintah untuk memutus penyebaran Covid-19 di 

lingkungan Lapas dan Rutan. Akan tetapi, pada implementasinya, kebijakan 

ini menuai kontroversi di tengah masyarakat. 

Keputusan Pemerintah untuk membebaskan narapidana tersebut 

didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi 

Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan 

Penyebaran Covid-19 serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. 

M.HH-19.PK.01.04.04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan 

Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka 

Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pembebasan 

terhadap narapidana dilakukan dengan pertimbangan rawannya penyebaran 

Covid-19 di dalam Lapas/ Rutan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 

di Indonesia yang notabene mengalami kelebihan penghuni. Sesuai dengan 

konsideran yang terkandung dalam Peraturan Menteri Hukum No 10 Tahun 

2020: 

a. Bahwa Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi 
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tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap 

penyebaran dan penularan Covid-19. 

b. Bahwa Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-

alam, perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan 

terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di 

Lembaga Pemsyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan 

Rumah Tahanan Negara. 

c. Bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana 

dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, perlu 

dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan 

integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-

19. 

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf e, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat Pemberian Asimilasi 

dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka 

Pencegahan bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyebaran Covid-19. 

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah 

narapidana dan tanahan di Indonesia per 11 April 2020 telah mencapai 

225.176 orang, sedangkan total daya tampung penjara hanya untuk 132.107 

narapidana dan tahanan (Kompas, 13 April 2020). Sementara menurut data 
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World Prison Brief, penjara di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas 

sebesar 104% (Katadata.co.id, 13 April 2020). 

Di tengah pandemi Covid-19, penjara menjadi tempat yang berisiko. 

Persoalannya, selain penjara yang tidak layak huni lantaran minimnya 

fasilitas dan penyuluhan kesehatan, kelebihan kapasitas juga menyebabkan 

kebijakan social distancing mustahil untuk diterapkan. Dengan adanya 

kebijakan untuk membebaskan narapidana dan anak yang ada di Lapas 

maupun rutan, diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi penyebaran 

Covid-19. Hingga 8 April 2020, jumlah narapidana dewasa dan anak yang 

dikeluarkan melalui program asimilasi dan integrasi telah mencapai 36.554 

orang dan dipastikan masih terus bertambah (Republika, 15 April 2020). 

Kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui proses 

asimilasi dan integrasi menuai kontroversi. Tidak hanya pembebasan 

narapidana umum, namun wacana pembebasan narapidana khusus juga ikut 

menjadi kontroversi. Sebagian kalangan menilai keputusan tersebut 

merupakan langkah yang tepat guna menghormati hak asasi manusia dalam 

sistem peradilan pidana. Di sisi lain, tidak sedikit yang justru menyayangkan 

keputusan tersebut dengan berbagai alasan, khususnya kekhawatiran akan 

dampak kerentanan aspek sosial dan keamanan selepas narapidana tersebut 

bergerak bebas di masyarakat. Publik merasa ragu bahwa upaya pembebasan 

narapidana merupakan langkah yang tepat dalam mencegah penyebaran dan 

penularan Covid-19. Jejak pendapat Kompas menyatakan 24,6% setuju dan 
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71,2% mayoritas responden menyatakan tidak setuju terhadap pembebasan 

narapidana. 10% yakin dan 86,8% menyatakan tidak yakin bahwa 

pembebasan narapidana mampu mencegah penularan Covid-19 di Lapas. 

91,5% merasa khawatir, sementara hanya 6% yang tidak khawatir 

pembebasan narapidana dapat memunculkan kriminalitas baru (Kompas, 13 

April 2020). Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini mengkaji kontroversi 

pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19 dan dampaknya.
2
 

Langkah Pemerintah memberikan asimilasi dan hak integrasi berupa 

pembebasan bersyarat bagi lebih dari 30.000 narapidana melalui Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang 

Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak 

Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 

menuai sorotan. Masyarakat menilai langkah Pemerintah kurang tepat, dan 

berpendapat narapidana lebih baik berada di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan guna menjalani physical distancing dengan pengawasan 

dibandingkan berada di luar yang malah berpotensi terkena virus. 

Keresahan masyarakat nyatanya tidak sampai di situ. Kebijakan 

tersebut dianggap sebagian kalangan dapat meningkatkan angka kriminalitas 

karena tidak adanya jaminan dari Pemerintah bahwa mereka yang diberikan 

asimilasi dan hak integrasi tidak akan mengulangi kejahatannya, mengingat 

kehidupan masyarakat di tengah pandemi ini semakin sulit. 

                                                           
2
Trias Palupi Kurnianingrum, ‚Kontroversi Pembebasan Narapidana di Tengah Pandemi Covid-

19‛, Bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XII. 

No. 2 (April, 2020), 1-2. 
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Pegiat antikorupsi juga tampak kritis menyikapi peraturan tersebut, 

karena dikhawatirkan Permenkumham tersebut mutatis mutandis dengan 

kebijakan terhadap narapidana koruptor. Arus penolakan sangat deras, 

karena dinilai, selama ini dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang 

diperuntukkan untuk narapidana korupsi tidaklah over capacity seperti 

Lapas-Lapas untuk narapidana tindak pidana umum. Presiden Joko Widodo 

ada wacana untuk pemberian asimilasi dan hak integrasi terhadap narapidana 

korupsi selama masa pandemi ini.   

Hak integrasi merupakan hak narapidana mendapatkan program 

pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam 

kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 

Hak integrasi merupakan salah satu hak yang telah diatur oleh Undang-

Undang Pemasyarakatan. Hak integrasi berupa pemberian pembebasan 

bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. 

Integrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti 

pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Hak integrasi 

dalam pemasyarakatan juga memiliki arti yang sama, yaitu pemberian hak 

ini nantinya adalah untuk membaurkan kembali narapidana ke dalam 

kehidupan masyarakat. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 10 Tahun 2020 telah mengatur syarat pemberian asimilasi dan hak 

integrasi saat Covid-19 ini, yaitu bagi narapidana yang telah menjalani 2/3 
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masa pidananya dan anak ½ masa pidananya sampai dengan 31 Desember 

2020. 

Indonesia memiliki setidaknya 524 unit pelaksana Rutandan Lapas. 

Data dari Sistem Database Pemasyarakatan memperlihatkan hampir 

sebagian Lapas dan Rutanmengalami over capacity, yang beberapa bahkan 

sampai di atas 300% kelebihannya dari daya tampung sebenarnya. Dapat 

dibayangkan, jangankan untuk menerapkan physical distancing, para 

narapidana dan tahanan bahkan berebut napas di dalam Rutandan Lapas. 

Sistem pemasyarakatan mensyarakatkan, hilangnya kebebasan merupakan 

satu-satunya hak yang dirampas dari narapidana. Di luar itu, narapidana 

tetap dapat menikmati hak-hak lainnya tanpa diskriminatif. 

Kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi seperti sekarang 

ini merupakan salah satu pemberian hak narapidana dalam bentuk 

kemanusiaan sebagaimana instruksi Dewan HAM PBB, Michelle Bachelet 

dalam keterangan tertulisnya di Genewa, yang mendesak negara-negara 

untuk melonggarkan populasi di penjara. Hal itu dilakukan untuk melindungi 

orang-orang yang ditahan dalam fasilitas tertutup seperti penjara yang 

terlalu penuh dan sesak. Resiko penyebaran Covid-19 akan lebih rentan 

dalam lembaga pemasyrakatan. 

Tidak hanya Indonesia, negara-negara terdampak Covid-19 sudah lebih 

dulu mengambil langkah pemberan hak integrasi saat pandemi ini. Sebut 

saja, Amerika Serikat yang membebaskan hampir 2000 narapidana dari 
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penjara Federal untuk mengurangi penularan wabah Covid-19. Ada juga Iran 

yang membebaskan 95 ribu tahanan, Brazil sebanyak 34 ribu tahanan, dan 

banyak negara lainnya. 

Kekhawatiran masyarakat terhadap pemberian asimilasi dan hak 

integrasi kepada narapidana saat masa pandemi ini dapat dimengerti. Tetapi, 

masyarakat juga harus percaya bahwa pemerintah sudah memperhitungkan 

sedemikian matang agar mencapai keadilan yang proporsional, baik untuk 

segi narapidana maupun dari segi masyarakat itu sendiri. 

Pemberian asimilasi dan hak integrasi merupakan wujud jaminan hak 

asasi manusia terhadap para narapidana. Karena, pemerintah menjamin 

keselamatan para narapidana dari potensi terkena wabah Covid-19 yang bisa 

saja menginfeksi Lapas, dan jika itu terjadi makanya kerusakan yang 

ditimbulkan akan lebih besar, mengingat over capacity di Lapas tidak 

memungkinkan para narapidana menerapkan physical distancing 

sebagaimana anjuran Pemerintah. 

Pemberian asimilasi dan hak integrasi ini juga secara tegas dinyatakan 

oleh Pemerintah diusulkan kepada narapidana, khususnya yang masa 2/3 

masa pidananya jatuh tanggal 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020 serta 

tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan buka 

warga negara asing. Artinya, narapidana yang mnedapatkan hak-hak tersebut 

memang mereka yang sudah memenuhi kualifikasi. Bukan asal 

membebaskan narapidana. 
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Narapidana koruptor yang juga menjadi perhatian masyarakat, tidak 

diberikan hak asimilasi dan hak integrasi dikarenakan pengaturan 

pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan sebagaimana yang diatur 

dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 tidak termasuk dalam jangkauan 

pengaturan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 

Tahun 2020, yang berkaitan dengan pemberian asimilasi dan hak integrasi 

selama masa Covid-19 ini.  

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly juga 

menegaskan bagi narapidana yang telah dibebaskan berdasarkan Peraturan 

Menteri ini, jika berbuat tindak pidana lagi, akan dimasukkan ke dalam straft 

cell (sel pengasingan) dan diproses kembali dengan tindak pidana baru yang 

ia lakukan. 

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tetap 

memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap para 

narapidana yang bebas melalui asimilasi dan hak integrasi. Pengawasan dan 

pembimbingan dilakukan oleh Balai Pemsyarakatan, dengan tujuan agar 

narapidana yang sudah bebas tidak lagi melakukan tindak pidana. 

Masyarakat tentu juga memiliki andil yang besar dalam pengawasan 

narapidana yang telah dibebaskan. Masyarakat dapat membuat laporan ke 

unit kepolisian setempat apabila menemukan mantan narapidana yang 

dibebaskan selama masa Covid-19 melakukan kembali tindak pidana dan 
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meresahkan warga sekitar. Seikap pengawasan aktif dari masyarakat juga 

menjadi indikator keberhasilan dari kebijakan pemerintah ini.
3
 

Persoalan over capacity dan antipasi dampak negatifnya di tengah 

wabah Covid-19. Pertama, harus dipahami bahwa over capacity Lapas di 

Indonesia saat ini berada pada tahap yang memprihatinkan. Kapasitas Lapas 

di Indonesia saat ini hanya bisa menampung 160 ribu orang. Namun 

faktanya, penghuni Lapas kini telah mencapai 270 ribu orang. Sehingga 

dalam konteks pencegahan dan penanggulangan Covid-19, tidak mungkin 

dilaksanakan pembatasan sosial di Lapas. 

Kedua, harus pula dipahami bahwa kurang 32 ribu narapidana yang 

memperoleh asimilasi dan hak integrasi tersebut bukan serta merta 

dibebaskan, melainkan dirumahkan. Narapidana yang dimaksud terdiri dari 

mereka yang telah memenuhi syarat sebagaimana telah disebutkan di atas. 

Narapidana yang berstatus pembebasan bersyarat yang telah memenuhi 

persyaratan tidak menimbulkan masalah. Dalam arti, tidak ada ketentuan 

hukum yang dilanggar. Perlu digarisbawahi, pembebasan bersyarat, cuti 

menjelang bebas, dan cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk 

mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat 

setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.  

                                                           
3
Dinda Balqis, ‚Pembebasan Narapidana dan Kekhawatiran Masyarakat‛, Detiknews (22 April 

2020). 
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Hal ini berbeda dengan narapidana yang menjalani asimilasi. 

Seharusnya, merujuk pada ketentuan dalam Permenkumham No. 3 Tahun 

2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti 

Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, 

narapidana yang menjalankan asimilasi pada siang hari berada di luar Lapas 

untuk melakukan kerja sosial dan sore harinya kembali ke Lapas. 

Adapun pengertian asimilasi itu sendiri adalah proses pembinaan 

narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan mereka dalam 

kehidupan masyarakat. Tetapi kalau narapidana asimilasi tersebut kembali 

ke Lapas pada sore hari, ini justru memang sangat rentan terjadi penyabaran 

Covid-19. Sebaliknya, jika hak asimilasi tidak diberikan kepada narapidana, 

maka ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia.  

Narapidana yang dirumahkan tetap berada dalam pengawasan oleh 

Balai Pemasyarakatan. Artinya, mereka tidak boleh ke luar rumah dan 

apabila kembali melakukan kejahatan, maka hukumannya diperberat. Guna 

mencegah agar narapidana yang dirumahkan tidak kembali melakukan 

kejahatan, diperlukan juga peran dari Kepala Desa, RT dan RW untuk 

melakukan pengawasan ketat dan pembinaan. 

Sebagai informasi tambahan, dikutip dalam artikel Dirjen 

Pemasyarakatan Sebut Napi Asimilasi Berulah Jumlahnya Sedikit, Direktur 

Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

Reynhard Silitonga menyatakan di Indonesia tingkat narapidana yang 
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mengulangi kejahatannya sangat rendah dibandingkan negara lain yakni 

0,2%.Masih dari artikel yang sama, Direktur Pembinaan Narapidana dan 

Latihan Kerja Produksi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Junaedi 

menegaskan asimilasi itu artinya dikeluarkan dengan status masih 

narapidana, jika melakukan pelanggaran, maka narapidana yang 

bersangkutan bisa dimasukkan lagi dalam Lapas atau Rutan.Hal senada juga 

dikatakan Nugroho yang pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) 

Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam artikel Napi Asimilasi Kembali 

Berulah, Bukti Pidana Pemenjaraan Tidak Efektif bahwa narapidana yang 

kembali melakukan tindak kejahatan setelah bebas akan diberi sanksi berat.
4
 

Namun realitanya di lapangan, masih ada sebagian mantan narapidana 

yang berulah kembali malakukan tindak pidana. Meskipun para narapidana 

dan anak mendapatkan program dari Pemerintah yakni program yang 

terdapat dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang hak binaan 

warga pemsyarakatan dalam hal ini pemberian asimilasi dan hak integritas di 

tengah pandemi Covid-19. 

Bukti bahwa narapidana kembali berulah tersebut dapat menjadi tanda 

bahwa penilaian perilaku sebelum mereka dibebaskan kembali dan dibiarkan 

berbaur ke masyarakat kurang efektif. Ketika Pemerintah tidak dapat 

menjamin apabila narapidana tersebut tidak akan melakukan tindakan 

kriminalnya lagi, maka hal yang dapat dijamin oleh Pemerintah adalah 

                                                           
4
Edward Omar Sharif Hiariej, ‚Alasan Asimilasi dan Integrasi Narapidana di Tengah Wabah 

Covid-19‛, Hukumonline.com (June, 2020). 
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pengawasan dan tindakan petugas yang senantiasa berjaga setelah 

narapidana ini dikembalikan ke dalam masyarakt. Ketika narapidana yang 

dibebaskan dan hak integrasi ini kembali ke masyarakat, Pemerintah juga 

turut serta dalam pengawasan terhadap narapidana tersebut. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

kajian mengenai hal tersebut untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. 

Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka 

penulis membuat judul kajian, ‚Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang 

Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak di 

Era Pandemi Covid-19‛. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah yang akan timbul diantaranya:  

1. Kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam 

menyelenggarakan hal pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi 

narapidana dan anak di tengah pandemi Covid-19. 

2. Kewajiban Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

untuk melakukan pengawasan terhadap narapidana yang bebas melalui 

asimilasi dan hak integrasi. 
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3. Kewajiban Kecamatan, Kepala Desa, RW dan RT untuk melakukan 

pengawasan terhadap narapidana yang bebas melalui asimilasi dan hak 

integrasi. 

4. Kewajiban dari pihak keluarga untuk melakukan pengawasan terhadap 

narapidana yang bebas melalui asimilasi dan hak integrasi. 

5. Adanya Hak Asasi Manusia yang dirugikan dengan adanya kebijakan 

Pemerintah dalam hal pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi 

narapidana dan anak di tengah pandemi Covid-19 melalui Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020.  

 

C. Batasan Masalah 

 Dari Identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Tinjauan Yuridis terkait Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi 

dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak di Era Pandemi Covid-19. 

2. Tinjauan Fiqh Siya>sah terkait Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi 

dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak di Era Pandemi Covid-19. 

 

 

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

15 
 

 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan identifikasi masalah, maka 

yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis terkait Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian 

Covid-19. 

Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian 

Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak di Era Pandemi 

Covid-19. 

 

E. Kajian Pustaka 

 Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah 

pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas 

bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi 

dari kajian atau penlitian tersebut. 

 Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian 

terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas perihal 

permasalahan mengenai kebijakan Pemerintah tentang pemberian Asimilasi 

Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak di Era Pandemi 

2. Bagaimana TinjauanFiqh Siya>sahterkait Peraturan Menteri Hukum dan 
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dan Hak Integrasi bagi narapidana dan anak di era pandemi Covid-19. Hal ini 

dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi, antara lain: 

1. ‚Kontroversi Pembebasan Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19‛. 

Jurnal ini ditulis oleh Trias Palupi Kurnianingrum. Hasil pembahasan 

dalam jurnal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan narapidana 

merupakan solusi yang bersifat sementara. Langkah tersebut dinilai 

tidak akan cukup untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 

pada fasilitas karena penyebab utama penularan penyakit di tahanan 

adalah kebijakan Pemerintah yang masih mengutamakan hukuman 

penjara dalam penegakan hukum. Diperlukan pengaturan diversi atau 

alternatif penahanan/pemidanaan pada kasus ringan sehingga tidak perlu 

menyebabkan Lapas di Indonesia mengalami over kapasitas. DPR RI 

melalui fungsi legislasi perlu menyusun dan membahas RUU KUHP 

terkait pemidanaan. Sedangkan melalui fungsi pengawasan, DPR RI 

berperan mengawasi kinerja Pemerintah dan juga aparat hukum terkait 

evaluasi kebijakan pembebasan narapidana. 

2. ‚Panjang Nalar Pembebasan Narapidana Saat Pandemi Corona‛. Jurnal 

ini ditulis oleh Dimas Ilham Nur Wicaksana, Humas Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Dalam jurnal ini menunjukkan bahwa kebijakan 

pembebasan narapidana memang perlu diadakan mengingat para 

pegawai Lapas/Rutanmenjadi subyek yang menciptakan lalu lintas 

setiap harinya. Fakta tersebut tentunya menunjukkan bahwa potensi 
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kapasitas yang terjadi di rutan/Lapas. Perbandingan antara petugas 

dengan narapidana sangat jauh mencolok. Sehingga kondisi riil tidak 

memungkinkan bagi petugas untuk melakukan pengawalan apabila 

banyak narapidana yang terpapar Covid-19. Fakta demikian juga sangat 

rentan untuk memantik kerusuhan yang berpotensi pelarian massal 

atas stabilitas kesehatannya.  

 

F. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui analisis Yuridis terkait Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat 

Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak di 

Era Pandemi Covid-19. 

2. Untuk mengetahui analisis Fiqh Siya>sah terkait Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat 

Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak di 

Era Pandemi Covid-19. 

 

 

Covid-19 masuk ke dalam wilayah Lapas/Rutan masih ada dan hanya 

dapat diminamilisir. Dasar presepsi yang digunakan adalah over 

karena para narapidana yang di dalam Lapas/Rutan merasa tidak aman 
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G. Kegunaan Hasil Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan teoritis, secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan 

Hukum Tata Negara khususnya tentang: 

a. Tinjauan Yuridis terkait Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian 

Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak di Era 

Pandemi Covid-19. 

b. Tinjauan Fiqh Siya>sah terkait Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian 

Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak di Era 

Pandemi Covid-19. 

2. Kegunaan praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan atau sumbangan ilmu dan pikiran terkait pembebasan 

narapidana dan anak melalui program Asimilasi dan Hak Integrasi 

menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 

Tahun 2020. 

 

H. Definisi Operasional 

 Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi 

kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis 
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memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal 

ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari 

ambiguitas. Untuk itu penelitian akan menjelaskan beberapa istilah yang 

merupakan kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut: 

1. Fiqh Siya>sah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk 

pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, 

peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang 

sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan 

kemaslahatan umat.
5
 Fiqh Siya>sah yang dimaksud dalam pembahasan 

skripsi ini merupakan teori Fiqh yang berkaitan dengan perlindungan 

hak asasi manusia yaitu Al-huqu>q Al-insani>yah yang menguraikan 

tentang nilai-nilai hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Al-

Qur’an dan Hadits sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara.
6
 

2. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang 

dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam 

kehidupan masyarakat.
7
 

3. Integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti 

Bersyarat) adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan 

                                                           
5
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siya>sah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media 

Pratama, 2001), 04.  
6
 Mujaid Kumkelo, et al., Fiqh HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam 

Islam, (Malang: Setara Press, 2015), 42. 
7
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 
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Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
8
 

4. Covid-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019 yang 

merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada 

manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit 

infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius 

seperti Middle East Resiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom 

Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndorome(SARS). 

Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar 

biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi 

nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-

COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disesase 2019 

(COVID-19).
9
 

 

I. Metode Penelitian 

 Penelitian tentang, Tinjauan Fiqh Siya>sah terkait Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat 

Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak di Era 

Pandemi Covid-19, merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum 

normatif (normative law research) adalah penelitian dengan memaparkan 

                                                           
8
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 

9
https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html, diakses pada 21 Oktober 

2020. 
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secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek yang 

diteliti dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
10

 

Tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Data yang dikumpulkan 

a. Data mengenai Peraturan pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi di 

Era Pandemi Covid-19. 

b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 

2020. 

c. Fiqh Siyasah yang mencakup Siya>sah Dusturi>yah dan Hak Asasi 

Manusia menurut Islam dan Hukum Positif. 

d. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian 

Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak di Era 

Pandemi Covid-19. 

e. Peraturan Perundang-undangan dan perjanjian Internasional yang 

mengatur tentang Hak Asasi Manusia.  

2. Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian 

kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai literatur atau bahan 

                                                           
10

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum Cet 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004), 101.  
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pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.
11

 

Sebagai berikut: 

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum, dan terdiri dari 

ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan 

pengadilan yang meliputi: 

1) Pasal 28 huruf D ayat (1) dan Pasal 28 huruf G ayat (1) 

Undang-Undang Dasar 1945. 

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 

Pemasyarakatan. 

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia. 

4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan 

International Convenant On Civil and Political Rights 

(Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). 

5) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementrian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

6) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan 

Tertentu. 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan 

                                                           
11

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian-Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2015), 34. 
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8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-

Syarat dan Tatas Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan 

Tanggung Jawab Perawatan Tahanan 

9) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 

1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 

Binaan Pemasyarakatan. 

10) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 

Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, 

Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, 

Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. 

11) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 

Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak 

Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan 

dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. 

12) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) 10 

Desember 1948. 

13) Keputusan  Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 

M.01-PK.04.10 Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban dan 

Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan. 

14) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang 

Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui 
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Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyebaran Covid-19. 

15) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 

Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana 

dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka 

Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. 

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur atau 

buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum 

sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Koran, jurnal, majalah, artikel, internet, dll. 

3. Teknis Pengumpulan Data 

 Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

maka diambil dari sumbernya (buku, undang-undang, artikel, jurnal, 

Koran dan internet). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi 

kepustakaan dilakukan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, 

menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. 

4. Teknik Penyajian Data 

 Teknik penyajian data yang digunakan adalah teknik deskriptif. 

Teknik penyajian data deskriptif adalah pencarian fakta dengan 
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interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis faktual, aktual mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.
12

 

5. Teknis Analisis Data 

 Data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan 

permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada. Berdasarkan 

hasil analisis itu, kemudian disusunlah suatu kesimpulan dan 

rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam 

membenahi persoalan yang teliti. 

 

J. Sistematika Pembahasan 

 Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah 

dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai 

berikut: 

 Bab I Pendahuluan, memuat sistematika pembahasan yang meliputi: 

latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, 

kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

 Bab II Kerangka Konseptual, memuat pengertian Fiqh Siyasah, teori 

Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam dan teori Hak Asasi Manusia 

dalam perspektif hukum nasional dan hukum internasional 

                                                           
12

Mohammad Nadzir, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 14. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26 
 

 

 Bab III Data Penelitian, memuat Data Penjelasan Penelitian tentang 

tindak pidana yang dilakukan oleh mantan narapidana dan anak setelah 

mendapatkan program asimilasi dan hak integrasi, serta pembahasan tentang 

implementasi kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak 

Integrasi bagi narapidana dan anak di era pandemi Covid-19. 

 Bab IV Analisis Data, memuat Pembahasan Analisis Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat 

Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi narapidana dan anak di era 

pandemi Covid-19 untuk menjawab masalah penelitian perspektif Yuridis 

dan Fiqh Siya>sah. 

 Bab V Kesimpulan, merupakan bab penutup yang mengemukakan 

kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari 

rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Diakhiri dengan 

penyampaian saran. 
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BAB II 

KONSEP UMUM TENTANG FIQH SIYA<SAH  DAN HAK ASASI MANUSIA 

 

A. Pengertian Fiqh Siya>sah 

Kata fiqh (fikih) berasal dari faqaha-yafqahu-fuqhan. Secara bahasa, 

pengertian fikih adalah pemahaman yang mendalam dan diasosiasikan 

dengan hasil pemahaman manusia (kaum muslim) terhadap syrariat Islam. 

Imam al-Turmudzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebutkan, fiqh 

tentang sesuatu berarti mengetahui batinyya sampai kepada kedalamannya.
1
 

Menurut istilah, fikih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum 

syariat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalil yang tafsil (terinci, 

yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-

dasarnya, Al-Qur’an dan Sunnah).
2
 Dari definisi ini dapat dipahami bahwa 

fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk 

menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.
3
 

Sedangkan kata siya>sah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, 

mengurus dan memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, 

pemerintahan dan politik. Siya>sah secara terminologi dalam lisan al-Arab, 

adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada 

kemaslahatan. Siya<sah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan 

tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik 

                                                           
1
Amir Syarifuddin, Pemahaman Pemikiran dalam Islam, (Padang: Angkasa Raya, 1990), 1. 

2
Muhammad Abu Zahrah (diterjemahkan: Saefullah Ma’shum dkk), Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka 

Firdaus), 26. 
3
Ibid, 27. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

31 
 

 

luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas 

dasar keadilan.
4
 

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa 

siya>sah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara 

ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis 

Ma’luf memberikan batasan bahwa siya>sah adalah membuat kemaslahatan 

manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. ‚Sedangkan Ibn 

Manzhur mendefinisikan siya>sah sebagai, mengatur atau memimpin sesuatu 

dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan‛.
5
 

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum 

dan tidak melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syari’at, meskipun 

tujuanya sama–sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa 

realigius diberikan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah. Menurutnya, siya>sah adalah 

suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan 

terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh 

Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT. Definisi ini senada 

dengan rumusan yang dibuat oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan 

bahwa siya>sah adalah pengurusan kepentingan kemaslahatan umat manusia 

sesuai dengan ketentuan syara’.
6
 

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, Fiqh Siya>sah antara lain 

membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, 

                                                           
4
Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 5. 

5
Imam Al-Mawardi, Al-Haka>m as-Sultha>niyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalan 

Syariat Islam, (Bekasi: PT. Darul Falah), 4. 
6
J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 26. 
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apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan 

kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan 

mempertanggung jawabkan kekuasaannya. 

B. Teori Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam 

1. Konsep dasar HAM dalam Islam 

Secara etimologi, hak asasi manusia terbentuk dari tiga kata antara 

lain kata hak, asasi dan manusia. kata h}aqq diambil dari akar kata h{aqqa-

yah}iqqu-h{aqqan artinya benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. Apabila 

dikatakan, yah}iqqu ‘alaika an taf’ ala qad}a maka artinya ‚kamu wajib 

melakukan seperti ini‛. Berdasarkan pengertian tersebut, maka h}aqq 

adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak 

melakukan sesuatu. Kata asasiy berasal dari kata assa-yaussu-asasaan 

artinya membangun, mendirikian, dan meletakkan. Dapat juga berasal 

dari asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi 

artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang 

selalu melekat pada objeknya. Kesimpulannya, hak asasi manusia 

diartikan sebagai hak yang mendasar pada diri manusia. Dalam Islam, 

khususnya para fuqaha (ahli fikih) berbeda pendapar tentang pengertian 

hak. Ada sebagian ulama yang mendefinisikan hak mencakup hal-hal yang 

bersifat materi, sedangkan ulama yang lain mengaitkan pengertian hak 

hanya untuk hal-hal yang bersifat non materi, seperti hak Allah dan hak 

hamba. Ulama yang lain memahami hak sebagai hak atas harta benda dan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

33 
 

 

segala sesuatu yang lahir dari suatu akad atau perjanjian seperti akad jual 

beli. Dalam fikih pembahasan masalah hak berkaitan dengan perbuatan 

yang dilakukan oleh para mukallaf (orang yang terbebani) tuntutan yang 

diperintahkan oleh agama. mereka membagi masalah hak dalam agama 

menjadi dua, yaitu hak-hak Allah (haqq-u Allah) dan hak hamba (haqq-u 

al-ib>ad). Disebut hak Allah segala sesuatu yang berkaitan dengan 

kepentingan umum, tanpa adanya kekhususan bagi seseorang.
7
 

Dalam ajaran fikih ada ketentuan dasar bahwa semua makhluk 

mempunyai status hukum Muh}taram, yaitu dihormati keberadaannya dan 

dilarang membunuh antar sesama mahkluk hidup. Manusia diberikan 

kesempurnaan dari pada makhluk lainnya. Ketentuan tersebut 

menekankan asas al-Kara>mah al-Insa>niyah atau kehormatan insan yang 

menunjukkan martabat yang tinggi yakni martabat sebagai seorang 

manusia. 

Islam adalah agama yang sangat menghormati dan memuliakan 

manusia. dalam Al-Qur’an dijelaskan dalam QS. Al-Israa’ Ayata 70: 

ًۡ فِِ ٱىۡ  ُٓ َِا بنَِِٓ ءَادَمَ وحََََيۡنََٰ ٌۡ َٰ وَىلََدۡ نَرَّ ًۡ عََلَ ُٓ يۡنََٰ يّبََِٰتِ وَفَضَّ ََ ٱىطَّ ِ ٌّ  ً ُٓ ِ وَٱلَۡۡحۡرِ وَرَزكَۡنََٰ بَّ
َِا تَفۡضِيلٗا   َۡ خَيلَۡ ٍَّ  ٧٠نَثيِرٖ مِّ

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami 

angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki 

dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan 

yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. 

                                                           
7
 Mujaid Kumkelo, et al., Fiqh HAM ..., 42-43. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

34 
 

 

Dari ayat Al-Qur’an tersebut menurut Ash-Shiddiqy menyimpulkan 

tiga kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia tanpa memandang 

etnis, agama, dan aspirasi politik. Ketiga kemuliaan tersebut antara lain: 

a) Kemuliaan pribadi (kara>mah fardiyah). Islam memelihara 

kepribadian maknawi dan kepribadian materil (maddi) manusia. 

b) Kemuliaan masyarakat (kara>mah ijtima>iyah). Status persamaan 

manusia dijamin sepenuhnya. 

c) Kemuliaan politik (kara>mah siya>sah). Islam memberikan semua 

hak politik kepada manusia untuk memilih atau dipilih karena 

manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. 

Bukan saja eksistensi sebagai manusia yang harus dilindungi, 

namun juga terdapat lima kemaslahatan atau biasa disebut dengan al-

Kuliyat al-Khams yang menjiwai seluruh kawasan fiqh berada dalam 

satu Ishmah (perlindungan hukum). Kemaslahatan dasar ini menyangkup 

hak perlindungan terhadap akal, agama, jiwa, kehormatan, dan harta 

benda manusia.
8
 

2. Prinsip Hak Manusia dalam Islam 

Menurut Masdar F. Mas’udi, lima prinsip hak asasi manusia dapat 

dilihat dari konsep d{harur>iyah al-khams yang dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

a) Hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup (hifdzu nafs) 

                                                           
8
Mujaid Kumkelo, et al., Fiqh HAM ..., 44-45. 
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Perlindungan terhadap jiwa merupakan hak yang tak bisa 

ditawar. Penerjemahan yang lain menonjol dari hak hidup ini 

dituangkan dalam sistem hukum, yang salah satunya adalah 

penggunaan hukum qis}a>s. 

Islam mengatur dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, 

terutama hak untuk hidup. Islam sangat memuliakan, 

terhadap jiwa manusia. Sesuai dengan potongan surah Al-Maidah 

ayat 32 berikut: 

َ قَتَ  ٌَ ۥ  ُّ َُّ
َ
َٰٓءيِوَ أ َٰ بنَِِٓ إسِۡرَ َِا عََلَ َٰلمَِ نَتَبۡ جۡوِ ذَ

َ
َۡ أ رۡضِ ٌِ

َ
وۡ فسََادٖ فِِ ٱلۡۡ

َ
ا بغَِيۡرِ جَفۡسٍ أ وَ جَفۡسََۢ

ًۡ رسُُيُ  ُٓ ۚ وَىلََدۡ جَاءَٓتۡ ا حۡيَا ٱلنَّاسَ جََِيعا
َ
ٓ أ ا ٍَ جَّ

َ
ا فهََأ َْ حۡيَا

َ
َۡ أ ٌَ ا وَ ا قَتَوَ ٱلنَّاسَ جََِيعا ٍَ جَّ

َ
َِا فهََأ

رۡ
َ
َٰلمَِ فِِ ٱلۡۡ ً بَعۡدَ ذَ ُٓ ِۡ ِ ٌّ ا  ًَّ إنَِّ نَثيِرا سۡۡفُِٔنَ  بٱِلۡۡيَّنََِٰتِ ثُ ٍُ َ  ٣٢ضِ ل

    
Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, 

bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan 

karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena 

membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah 

membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang 

memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia 

telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan 

sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami 

dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, 

kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-

sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka 

bumi. 

Terdapat 2 jenis hukuman bagi orang yang menciderai orang 

lain, yakni qishash dan diyat. Qishash berasal dari kata Al-Qashash 

yang berarti memotong, maksudnya adalah seseorang yang 

mencederai atau membunuh akan memperoleh balasan yang 

setimpal dengan  perbuatannya. Seperti perbuatan mencederai 

memelihara, menjaga, serta menghindarkan dari sumber kerusakan 
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seseorang dengan memotong tangannya maka akan memperoleh 

hukuman qishash potong tangan. Hukuman qishash ini dapat gugur 

dengan beberapa hal berikut: 1) Hilangnya tempat atau sasaran 

qishash, dan 2) Adanyamaaf. 

Sedangkan Diyat adalah harta yang wajib dibayarkan kepada 

si korban atau walinya karena suatu tindak kejahatan.
9
 Adapun 

diyat yang wajib dibayarkan oleh pelaku pembunuhan ada 2 macam, 

yaitu: 1) Diyat yang wajib dibayar oleh si pelaku dengan 

menggunakan hartanya sendiri (baik perempuan maupun laki-laki), 

dan 2) Diyat yang wajib dibayar sipelaku, namun bisa ditanggung 

oleh keluarga dengan cara saling membantu. 

Ukuran hukuman Diyat sesuai ketetapan Islam, antara lain 

100 ekor unta, 200 ekor lembu, 2.000 ekor kambing, 1.000 dinar, 

atau 12.000 dirham. Adapun kejahatan yang diharuskan hukuman 

qishash dan diyat yaitu: 

 Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. 

 

 Pembunuhan semisengaja. 

 

 Pembunuhan tersalah. 

 

 Kejahatan / Kriminal di bawah Pembunuhan, yang 

dilakukan dengan sengaja. 

 Kejahatan / Kriminal tersalah di bawahPembunuhan. 

 

                                                           
9
Ibid., 82. 
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b) Perlindungan keyakinan (hifdzu di>n) 

Perlindungan keyakinan diatur di dalam ajaran La Ikra>ha fi al-

di>n yaitu tidak ada pemaksaan dalam agama atau di dalam ajaran 

Lakum diinukum waliyadiin yang memiliki arti bagimu agamamu, 

dan bagiku agamaku. Dapat ditarik kesimpukan dari dua arahan 

tersebut bahwa tidak ada pemaksaan dalam hal memeluk atau 

mempercayai suatu agama. 

Islam menghormati hak dan kebebasan, kebebasanyang utama 

adalah kebebasan memilih keyakinan dan beribadah.
10

 Setiap 

manusia berhak untuk memeluk satu agama yang diyakininya dan 

melakukan apa saja  yang diperintahkan dalam agamanyatersebut. 

Janganlah kita sebagai umat muslim, memaksakan kehendak kita 

untuk menjadikan orang lain beragama Islam. Karena setiap 

individu berhak untuk memilih agama yang diyakininya. Sebagai 

umat mulimharusnya kita saling menghormati antar sesama muslim. 

Tak terkecuali terhadap orang-orang non muslim, kita juga harus 

menghormatinya sebagaimana yang dicotohkan oleh Rasulullah 

SAW. 

Nabi Muhammad SAW pernah menerima hadiah dari orang-

                                                           
10

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, (Jakarta: Amzah, 2013), 1. 
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orang non muslim, juga memperbantukan mereka dalam masalah 

perdamaian dan perang, beliau menjamin loyalitas mereka terhadap 

beliau, tanpa ada rasa khawatir akan perlakuan buruk atau tipu daya 

mereka.
11

 

Dari paparan diatas maka jelas, Islam telah memberikan 

toleransinya kepada antar umat beragama. Pemerintah wajib 

menjaga seluruh rakyat dan menerapkan peraturan UU yang sesuai 

untuk seluruh umat beragama, baik itu muslim maupun nonmuslim. 

c) Hak perlindungan terhadap akal pikiran (hifdzu ‘aql) 

Hak perlindungan terhadap akal pikiran ini ditafsirkan di 

dalam perangkat hukum yang sangat jelas, yakni tentang haramnya 

suatu makanan atau minuman dan hal-hal yang bisa merusak 

kesadaran pikiran. 

‚Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar 

hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di  

dunia  dan akhirat.‛ Akal sangat diperlukan manusia untuk berfikir 

dalam melakukan segala amalan kebajikan. Sehingga perlu kiranya 

untuk menjaga akal kita agar tidak terjerumus kedalam hal yang 

sia-sia atau merugikan diri kita, seperti: mabuk-mabukan, 

mengonsumsi narkobadan obat-obatan terlarang. 

Yang termasuk hal-hal yang memabukkan adalah khamr dan 

                                                           
11

Ibid., 4. 
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muftir. “Khamr berasal dari kata khamara yang artinya menutupi 

akal, mencampur aduk, dan merusak akal. Sedangkan Muftir adalah 

sesuatu yang jika diminum akan menyebabkan tubuh menjadi panas 

(hangat) dan lemah, lemas di bagian- bagian ujung anggots tubuh, 

dan kadang menyebabkan mati rasa/terbius.
12

 

Menggunakan barang yang memabukkan atau terlarang 

untuk pengobatan dengan resep dokter diperbolehkan dan tidak ada 

dosanya, karena orang yang sakit tergolong dalam keadaan terpaksa/ 

darurat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 

(2) ayat 173 sebagai berikut: 

َِ ٱضۡطُرَّ  ٍَ ِِۖ فَ ْوَِّ بِّۦِ ىغَِيۡرِ ٱللَّّ
ُ
آ أ ٌَ ًَ ٱلۡۡنِزيِرِ وَ مَ وَلََۡ يۡتَةَ وَٱلدَّ ٍَ ۡ ًُ ٱل مَ عَييَۡكُ ا حَرَّ ٍَ غَيۡرَ باَغٖ وَلََ  إجَِّ

  ًٌ َ غَفُٔرٞ رَّحِي ًَ عَييَِِّۡۚ إنَِّ ٱللَّّ  ١٧٣عََدٖ فَلَٗٓ إثِۡ
Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, 

darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) 

disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam 

keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak 

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka 

tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. 

 

d) Perlindungan terhadap hak milik (hifdzu mal) 

Perlindungan ini diterjemahkan dalam hukum tentang 

haramnya melakukan tindakan mencuri dan hukuman bagi yang 

melakukan pencurian hak milik seseorang yang jelas telah 

dilindungi secara sah. 

‚Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam 

                                                           
12

Ibid., 107. 
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kehidupan, dimana manusia tidakakan bisa terpisah darinya.‛ Kita 

sebagai manusia dianjurkan untuk mencari rezeki dengan cara yang 

halal dan menggunakannya untuk hal kebaikan agar kita senantiasa 

terjaga dalam lindungan Alllah SWT. Serta jangan sekali-sekali 

untuk merampas atau memakan harta yang bukan milik kita, 

seperti: risywah (suap), mencuri, riba, ikhtikar (menimbun), dan 

harabah (pembegalan). Hukuman untuk orang yang melakukan 

kejahatan terhadap harta milik orang lain perlu dikenai hukuman, 

seperti: dibunuh, dibunuh dan disalib, dipotong tangan dan kaki, 

atau diasingkan. 

e) Hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan 

mempertahankan nama baik (hifdzu nashab) 

Hak mempertahankan nama baik ini menurut hukum fikih 

adalah seseorang yang dituduh melakukan perbuatan zina. 

Seseorang yang menuduh orang lain telah melakukan perbuatan zina 

sangat menghormati kehormatan manusia, terbukti dengan adanya 

umat Islam hendaknya kita mencegah diri kita dari perbuatan buruk, 

seperti: zina, ghibah, liwath, merusak nashab dan sebagainya. 

Zina merupakan hubungan badan antara laki-laki dan 

perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Sedangkan Liwath 

harus bisa membuktikan dengan membawa empat orang saksi. Islam 

sanksi bagi yang melanggar hak asasi manusia yang satu ini. Sebagai 
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adalah hubungan antara sesama laki-laki/ sesama perempuan (lesbi 

atau homo seksual). Sanksi untuk perbuatan ini sama, yaitu dengan 

ta’zir (pengajaran), diasingkan atau bahkan dirajam sampaimati. 

Islam juga juga sangat memerhatikan tentang nashab manusia, 

karena nashab merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga dan 

yang menopang antar anggotanya. Sehingga perlu adanya aturan 

hukum yang tegas mengenai sistem nashab agar tidak terjadi  

kerusakan,  seperti:  sistem adopsi, sistem pemberian pengakuan 

kepada anak kandung, sistem pemberian pengakuan, sistem khulu’ 

(pencabutan nashab anak kandung), dan sistem hilangnya nashab 

seorang wanita setelahmenikah.
13

 

Islam melarang jika menggauli istri melalui dubur, karena 

perbuatan ini dinilai sebagi pelecehan terhadap hubungan suami istri 

atau biasa disebut kelainan seksual. Hal tersebut juga dibuktikan 

melalui penelitian medis, yang menyatakan bahwa sekitar 70 pelaku 

penyimpangan seksual terkena penyakit AIDS yakni kekurangan 

imunitas yang diperlukan oleh tubuh. 

Disamping lima hak dasar seperti yang sudah dijabarkan diatas, 

didalam ajaran fiqh juga terdapat tiga lapisan hak. Pertama, yaitu hak 

dzararat (hak dasar). Bisa dikatakan hak dasar apabila pelanggaran atas 

hak tersebut bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga 

                                                           
13

Ibid., 65. 
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membuat hilangnya keberadaan manusia itu sendiri, bahkan 

menghilangkan keluhuran martabat kemausiaannya. Kedua, yaitu hak 

ta’ziat (sekunder) adalah hak-hak yang bila dipenuhi akan berakibat pada 

hilangnya hak primer. Ketigas, hak tersier (komplementer) ialah hak yang 

tingkatnya lebih rendah dari hak primer dan sekunder. 

Sedangkan dari segi nilai normatif, secara ringkas dapat dinyatakan 

bahwa hak asasi manusia menurut Islam didasari oleh: 

a) Prinsip persamaan antar manusia  

b) Prinsip kebebasan personal (QS. Al-Baqarah Ayat 177) 

c) Prinsip keselamatan jiwa (QS. Al-Maidah Ayat 32) 

d) Prinsip keadilan (QS. Al-A’raaf Ayat 29 dan QS. Al-Hadid 

Ayat 25) 

Diantara ajaran Islam yang paling utama yaitu ‚Al-Musa>wah‛ 

(persamaan hak). Menurut Islam bahwa diskriminasi adalah suatu 

penyakit dalam diri manusia yang harus disembuhkan. Kegemaran dalam 

menindas hak asasi sesama manusia dan penindasan tersebut bersumber 

dari perilaku diskriminasi. Allah telah menegaskan di dalam surat An-

Nisa ayat 1 yang berbunyi: 

ا وَبثََّ  َٓ ا زَوجَۡ َٓ ِۡ ٌِ َِ جَّفۡسٖ وََٰحِدَةٖ وخََيقََ  ٌّ ِي خَيَلَكًُ  ًُ ٱلََّّ ْ رَبَّكُ أ لُ ا ٱلنَّاسُ ٱتَّ َٓ حُّ
َ
أ يََٰٓ

ِي تسََاءَٓلُٔنَ بِِّ  َ ٱلََّّ ْ ٱللَّّ أ لُ ۚ وَٱتَّ ا وَنسَِاءٓا ا رجَِالَا نَثيِرا ٍَ ُٓ ِۡ َ كََنَ ٌِ ۚ إنَِّ ٱللَّّ رحَۡامَ
َ
ۦ وَٱلۡۡ

ًۡ رَقيِباا    ١عَييَۡكُ
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Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah 

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 

Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 

nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 

hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasi kamu. 

Allah tidak membeda-bedakan hamba-hambanya. Perintah Allah 

dalam ayat tersebut tidak ditujukan hanya kepada golongan tertentu, 

melainkan ditujukan kepada seluruh hambanya dengan tidak membeda-

bedakan.
14

 

3. Macam-macam Hak Asasi Manusia dalam Islam 

Menurut Abdul Wabhab Khallaf kebebasan individu yang 

dilindungi oleh agama Islam antara lain kebebasan jiwa (QS. Al-Baqarah 

Ayat 193-194), kebebasan tempat tinggal (QS. Al-Maidah Ayat 33, QS. 

An-Nur Ayat 27-28), kebebasan memiliki (QS. Al-Baqarah Ayat 188, An-

Nisa Ayat 10,29, QS. Al-Maidah Ayat 38), kebabasan keyakinan (QS. Al-

Baqarah Ayat 164,256, QS. Al-A’Raf Ayat 185, QS. Az-Zukhruf Ayat 22, 

QS. Yunus Ayat 22, QS. Al-Ghasyiyah Ayat 21-22, QS. Al-Kafirun Ayat 

6), kebebasan berpikir dan kebebasan belajar. 

Ahmad Nur Fuad menyebutkan bahwa terdapat hak-hak yang 

dimiliki oleh manusia dan telah diatur oleh agama Islam, beberapa hak 

yang termaktub di dalam Al-Qur’an menurut Ahmad Nur Fuad yaitu: 

                                                           
14

Mujaid Kumkelo, et al., Fiqh HAM ..., 48-51. 
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a) Hak untuk hidup (QS. Al-An’am Ayat 151 dan QS. Al-Maidah 

Ayat 32). 

b) Hak atas penghormatan (QS. Al-Isra’ Ayat 70, QS. Al- ahzab 

Ayat 72 dan QS. Al-Baqarah Ayat 30-34). 

c) Hak atas keadilan (QS. Al-Maidah Ayat 8 dan QS. An-Nisa Ayat 

13). 

d) Hak atas kemerdekaan (QS. Shura Ayat 21). 

e) Kebebasan beragama (QS. Al-Baqarah Ayat 256 dan QS. Al-

An’am Ayat 108). 

f) Hak atas perlindungan dari fitnah dan ejekan, penistaan dan 

sarkasme (QS. Al-Hujarat Ayat 11-12). 

g) Hak memperoleh pengetahuan (QS. Al-Zumar Ayat 9, QS. Thaha 

Ayat 114 dan QS. At-Taubah Ayat 122). 

h) Hak untuk meninggalkan tempat tinggal dibawah kondisi yang 

menindas (QS. An-Nisa’ Ayat 97-100). 

i) Hak atas kehidupan yang baik.
15

 

 

C. Teori Hak Asasi Manusia (HAM) 

1. Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Barat 

a. Definisi Hak Asasi Manusia 

Secara terminologis, dalam bahasa Inggris, hak asasi manusia 

dikenal dengan empat istilah yaitu, human rights; fundamental 

                                                           
15

Ibid., 54-56. 
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rights; citizens’ rights; dan collective rights. Human rights dianggap 

sebagai terminologi yang paling memadai dan paling komprehensif 

dan dapat menampung aspek internasional dan aspek nasional dari 

hak asasi manusia. Sedangkan terminology fundamental rights lebih 

mengacu pada aspek nasional. Istilah citizens’ rights dikemukakan 

di dalam Declaration des droits de I’Homme et du Citoyen tahun 

1789 di Prancis. Penyebutan citizens’ rights masih dianggap 

memungkinkan sepanjang hak yang dimaksud adalah seperti 

kebebasan berbicara, berorganisasi, berkumpul termasuk kebebasan 

untuk bergerak melewat batas negara. Hari ini, hanya tinggal sedikit 

dari hak-hak politik yang bisa disebut sebagai citizens’ rights 

seperti hak untuk memilih dan dipilih. Terminologi yang keempat 

adalah collective rights yang dikemukakan dalam African Charter 

on Human and Peoples’ Rights tahun 1981. Piagam ini memberikan 

pembedaan yang cukup tegas antara individual rights dan collective 

rights. Diantara empat terminology tersebut, human rights yang 

diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi ‚hak asasi 

manusia‛ dianggap sebagai terminology yang paling komprehensif 

dan memadai serta dalam praktik paling banyak digunakan. Jan 

Meterson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB berpendapat hak 

asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat pada manusia, 

tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.
16

 

                                                           
16

 Mujaid Kumkelo, et al., Fiqh HAM ..., 28-29. 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hak berarti 

benar; milik; kewenangan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu; dan 

kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut 

sesuatu.Selain itu, kata hak juga mengandung makna derajat atau 

martabat manusia. Sedangkan kata hak asasi berarti hak yang dasar 

atau pokok, seperti hak hidup dan hak mendapatkan mendapatkan 

perlindungan. Apabila ditelusuri lebih dalam, pengertian hak asasi 

sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dua 

kata, yakni kata hak dan kata asas.Kata asas berarti dasar atau 

pondasi sesuatu. Sedangkan hak, di dalam kamus Lisan al- Arab, 

diartikan dengan ketetapan, kewajiban, yaqin, yang patut, dan yang 

benar. Sedangkan dalam terminology fiqh, hak berarti suatu 

kekhususan yang ditetapkan oleh syarak dalam bentuk kekuasaan 

atau tanggung jawab. Dengan demikian, menurut bahasa asalnya, 

kata hak tidak hanya bermakna sesuatu yang bisa diambil, tetapi 

juga mengandung arti sesuatu yang harus diberikan. Oleh sebab itu, 

sebagian ahli memberikan pengertian bahwa hak asasi manusia 

menacakup aspek dua hal yaitu hak dan kewajiban sebagai seorang 

manusia.
17

 Tokoh Islam Kontemporer Abdul A’la al-Maudidi 

mendefinisikan bahwa hak asasi manusia adalah pokok-pokok yang 

diberikan Tuhan kepada setiap manusia tanpa melihat perbedaan 

                                                           
17

 M. Rosyid Fauzi et al., Pengadilan HAM di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam (Jakarta: 

Departemen Agama RI, 2007),  21-22. 
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yang ada diantara sesama manusia, dimana hak tersebut tidak dapat 

dicabut oleh siapapun dan oleh lembaga manapun.
18

 

Di Indonesia, pengertian hak asasi manusia tercantum dalam 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia. Pengertian hak asasi manusia terdapat dalam pasal 1 ayat 

1 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat 

hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai 

makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang 

wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, 

hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta 

perlindungan harkat dan martabat manusia. 

b. Sejarah Hak Asasi Manusia. 

Ide tentang hak asasi manusia telah muncul beberapa abad 

sebelum Masehi. Hammurabi, raja Babylonia 1792-1750 SM, telah 

mengeluarkan suatu peraturan yang dikenal dengan kode 

Hammurabi yang bertujuan memberantas kesewenangan penguasa 

dan menciptakan keadilan ditengah masyarakat. Para filosifi Yunani 

Kuno mencoba mendifinisikan dan menggagas perihal hak asasi 

manusia. Plato (428-248 SM) berpendapat bahwa kesejahteraan 

baru akan tercapai apabila setiap warga melaksanakan hak dan 

kewajibannya masing-masing. Aristoteles (348-322 SM) 

mengartikan bahwa negara yang baik adalah negara yang 

                                                           
18

Ibid., 23. 
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memperhatikan dan memperdulikan kesejahteraan masyarakatnya. 

Menurut prespektif barat modern, gagasan tentang hak asasi 

manusia timbul pada abad ketujuh belas dan kedelapan belas masehi 

sebagai reaksi terhadap keabsolutan para raja-raja dan kaum feudal 

di zaman itu terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia 

yang diperkerjakan. Manusia pada zaman itu terdapat dua golongan 

yang terdiri dari golongan mayoritas dan minoritas. Rakyat yang 

kedudukan nya lebih rendah tidak mempunyai hak dan diperlakukan 

sewenang-wenangnya oleh orang yang mempunyai kekuasaan. 

Mereka diperlakukan seperti budak yang dapat diperlakukan 

sewenang-wenangan tanpa adanya peri kemanusiaan. Gagasan 

tentang hak asasi manusia kemudian mengarah kepada usaha 

pembentukan berbagai peraturan, baik pada skala nasional maupun 

internasional dalam rangka melindungi hak asasi manusia. Rumusan 

hak asasi manusia muncul di Inggris dengan terbitnya Magna Carta 

pada abad ke 17 atau 15 Juni 1215 dan Bill of Rights pada tahun 

1689. Magna Carta berisikan batasan yang jelas dan tegas terhadap 

kekuasaan raja dan jaminan terhadap hak-hak dasar masyarakat. 

Sedangkan Bill of Rights membahas batasan kekuasaan raja dan 

menghapus kekuasaan raja dalam hal kekuasaan secara sewenang-

wenang, menyiksa, memenjara dan mengirim tentara.
19

 Di dalam 

                                                           
19

Ibid., 26-27. 
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Bill of Rights muncul ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak 

atau kebebasan individu. 

Perkembangan HAM secara Internasional terjadi setelah dunia 

mengalami kehancuran akibat Perang Dunia II. Terbentuknya 

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional pada 

tahun 1945 tidak bisa dipungkiri memiliki pengaruh yang sangat 

besar bagi perkembangan HAM dikemudian hari. Hal itu, antara 

lain, ditandai dengan adanya pengakuan di dalam piagam PBB 

(United Nations Charter) akan eksistensi HAM dan tujuan 

didirikannya PBB sendiri yaitu dalam rangka menjamin dan 

melindungi HAM secara internasional. Tonggak sejarah pengaturan 

HAM yang bersifat internasional baru ditetapkan tepatnya setelah 

Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi Universal HAM 

(Universal Declaration of Human Rights) pada tanggal 10 Desember 

1948. Kemudian pada tahun 1966 di tetapkannya perjanjian 

internasional (treaty) yang didalamnya terdapat mekanisme 

pengawasan dan perlindungan HAM, yaitu Kovenan Internasional 

tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Convenant on Civil 

and Politic Rights / ICCPR) dan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan 

Budaya (International Convenant on Economic, Social and Cultural 

Rights / ICESCR), dikenal denga  istilah ‚the International Bill of 

Human Rights‛. Bahwa dapat dikatakan latar belakang dibentuknya 

mekanisme tersebut adalah akibat dari kekejaman diluar batas peri 
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kemanusiaan akibat Perang Dunia ke II yang menimbulkan banyak 

korban dengan jumlah yang sangat banyak. Oleh karena itu, 

diperlukannya suatu mekanisme internasional yang dapat 

melindungi HAM secara efektif.
20

 

Di Indonesia, hak asasi manusia diatur dalam Konstitusi 

Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945 sejak sebelum diamandemen sampai mengalami 

perubahan atau amandemen sebanyak empat kali di era reformasi. 

Pada aline pertama pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa 

kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus 

dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri 

keadilan. Perlindungan hak asasi manusia diperkuat kembali dengan 

disahkan nya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang 

memerintahkan kepada semua lembaga negara dan pemerintah 

untuk melindungi, menjamin, mengakui, dan menegakkan hak asasi 

manusia, serta meratifikasi berbagai instrument PBB tentang hak 

asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan 

UUD 1945. Di dalam batang tubuh UUD 1945 terdapat 18 Pasal 

yang membahas tentang hak asasi manusia, yakni pasal 27, 28, 28A, 

28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28I, 28J, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34.
21

 

Rumusan HAM selain termaktub di konstitusi, juga tertuang dalam 
                                                           
20

 Andre Sujatmoko, Hukum HAM dan Hukum Humaniter (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 5-6. 
21

M. Rosyid Fauzi, M. Nasir, Pengadilan HAM di Indonesia …, 28. 
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beberapa peraturan, yaitu Ketetapan MPR No. XVII Tahun 1998 

tentang Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap HAM dan 

Piagam HAM Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia, Perppu No. 1 Tahun 1999 tentang 

Pengadilan HAM, Keppres No. 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan 

Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

yang diubah menjadi Keppres Nomor 98 Tahun 2001.
22

 

c. Teori Hak Asasi Manusia 

Ada beberapa teori yang berkaitan dengan hak asasi manusia, 

teori tersebut yaitu: teori hak kodrati (natural rights theory), teori 

positivism (positivist theory), dan teori relativisme budaya (cultural 

relativist theory). 

1) Teori Kodrati (natural rights theory) 

Menurut teori kodrati (natural rights theory), HAM adalah hak-

hak yang dimiliki semua manusia setiap saat dan disemua 

tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia.Hak-

hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta 

kekayaan seperti yang digagas oleh Jhon Locke. Pengakuan 

tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah ataupun dari 

suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal.
23

 Teori ini 

dapat dirunut kembali jauh ke zaman kuno dengan filsafat 

                                                           
22

Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan UUD NRI Tahun 
1945 (Depok: PrenadaMedia Group, 2017),  820. 
23

 Andrey Sujatmoko, Hukum Ham dan Hukum Humaniter …, 8. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

52 
 

 

Stoika Thomas Aquinas. Dalam teori hukum kodratinya, 

Thomas Aquinas berpijak pada pandangan Thomistik yang 

mengartikan bahwa hukum kodrati sebagai bagian dari hukum 

Tuhan yang sempurna dan dapat diketahui melalui penggunaan 

nalar manusia. Hugo de Groot (latin: Grotius), seorang ahli 

hukum Belanda yang dinobatkan sebagai ‚bapak hukum 

internasional‛, mengembangkan lebih lanjut teori hukum 

kodrati yang digagas oleh Thomas Aquinas dengan memutus 

asas-usulnya yang theistic dan membuatnya menjadi produk 

pemikiran sekuler yang rasional. Menurut Hugo de Groot antara 

hukum alam dan rasio sangat erat hubungannya. Namun, 

konsep hukum alam menurutnya adalah suatu peraturan dari 

akal murni yang berdiri sendiri tanpa ada kaitanya sama sekali 

dengan sang pencipta sebagai sumber dari segala sumber hukum 

alam dan rasio manusia. Jhon Locke mengajukan ide mengenai 

teori hak kodrati, menurutnya bahwa semua individu oleh alam 

dikaruniai hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan 

kepemilikan yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak 

dapat dicabut dan dikurangi oleh siapapun. Gagasan hak asasi 

manusia yang berasal dari teori kodrati ditentang oleh Jeremy 

Bentham, seorang filsuf utilitarian dari Inggris. Menurutnya 
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teori kodrati tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi 

kebenarannya.
24

 

2) Teori Positivisme (positivist theory)
25

 

Teori ini menyatakan secara tegas menolak pandangan yang 

terdapat di teori kodrati. Keberatan menurut teori ini karena di 

dalam teori kodrati sumbernya tidak jelas dan tidak bisa 

dibuktikan. Menurut teori positivism suatu hak haruslah berasal 

dari sumber yang jelas. Teori ini berpandangan bahwa hak harus 

tertuang dalam hukum yang bersifat rill, maka dipandang 

sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi. Kaum pengikut 

teori ini berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat 

diturunkan dan diatur oleh hukum yang berlaku disuatu negara. 

Hak tidak datang atau muncul dari alam ataupun moral. 

3) Teori Relativis Kultural (cultural relativist theory)
26

 

Para pengikut teori ini berpendapat bahwa hak tidak bersifat 

universal.Mereka berpendapat teori hak kodrati mengabaikan 

dasar sosial dari identitas yang dimiliki oleh individu sebagai 

manusia. Manusia merupakan dari suatu produk dari beberapa 

lingkungan sosial, budaya dan tradisi budaya serta peradaban 

yang berbeda yang dimana semua aspek tersebut memuat cara 

atau mekanisme yang berbeda pula untuk menjadi manusia. 

                                                           
24

 Mujaid Kumkelo, et al., Fiqh HAM …, 32-33. 
25

Ibid., 33. 
26

 Andrey Sujatmoko, Hukum Ham dan Hukum Humaniter …, 10. 
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Kesimpulannya, hak yang dimiliki oleh manusia setiap saat dan 

disemua tempat merupakan hak yang menjadikan menusia 

terlepas secara sosial (desocialized) dan budaya 

(deculturalized). 

2. Rumusan Hak Asasi Manusia di dalam Hukum Internasional 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. 

Pada aba ke 20 (dua puluh), Presiden Amerika Serikat, Franklin 

Delano Roosevelt merumuskan empat macam hak-hak asasi manusia 

yang dikenal dengan ‚The Four Freedoms‛, antara lain Freedom of 

speech (kemerdekaan berbicara dan berekspresi), freedom of religion 

(kemerdekaan dalam memilih agama), freedom from fear (kemerdekaan 

dari rasa takut), dan freedom from want(kemerdekaan dari kekurangan). 

Pemikiran yang digagas oleh presiden Amerika Serikat, Franklin Delano 

Roosevelt tersebut menjadi acuan utama dari terbentuknya Universal 

Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia (UDHR/DUHAM) pada tahun 1948 yang didalam nya terdapat 

30 pasal.
27

 Sejak awal pendiriannya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

sangat memperdulikan tentang hak asasi manusia. Secara intensif PBB 

membahas dan mendiskusikan masalah penghormatan dan perlindungan 

terhadap hak asasi manusia. Pada tahun 1947, PBB merancang sebuah 

International Bill of Rights tentang hak asasi manusia yang tertuang di 

dalam tiga dokumen, yaitu deklarasi umum yang bersifat tidak 

                                                           
27

 Mujaid Kumkelo, et al., Fiqh HAM …, 20. 
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mengikat, satu konvensi dengan cakupannya terbatas, dab sebuah 

dokumen metode implementasi. Sebagai wujud dari rencana dan 

ketetapan tersebut, pada tahun 1948 sebanyak 48 negara menyatakan 

kesepakatan dan persetujuan nya tanpa satupun negara yang menolak. 

Sedangkan delapan negara memilih abstain yaitu Belarusia, 

Cekoslowakia, Polandia, Saudi Arabia, Ukraina, Uni Soviet, Afrika 

Selatan, dan Yugoslavia. 

3. Rumusan Hak Asasi Manusia di Dalam Hukum Indonesia. 

Perumusan hak asasi manusia di Indonesia sesungguhnya telah 

melalui sejarah dan perjuangan yang cukup panjang sampai akhirnya ke 

pada masa sekarang. Dalam rentang masa tersebut, dialog dan 

perdebatan terjadi diantara anak bangsa yang peduli terhadap hak asasi 

manusia. Todung Mulya Lubis membagi perdebatan tentang hak asasi 

manusia tersebut menjadi empat periode, periode pertama tahun 1945, 

dilanjut periode kedua pada tahun 1957-1959, periode ketiga pada tahun 

1966-1968, dan periode terakhir  atu periode keempat pada tahun 1990 

an. 

Perdebatan pertama dan paling intensif terjadi ketika perumusan 

Undang-Undang Dasar di forum Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (PPKI) tahun 1945.Terdapat dua kubu tokoh bangsa yang 

saling berbeda pikiran yaitu Soepomo kubu pertama, Muhammad Yamin 

bersama Muhammad Hatta di pihak kedua. Soepomo berpendapat 

bahwa dalam pandangan kenegaraan yang bersifat interglistik, dimana 
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pemimpin dan rakyat merupakan satu kesatuan atau bersifat totaliter 

seperti di Jerman dan Jepang, tidak diperlukan adanya hak asasi manusia 

sebab hak asasi manusia bersumber dari nilai-nilai liberal atau barat 

yang secara tegas memisahkan individu dengan negara. Adanya 

perlindungan hak asasi manusia mencerminkan bahwa negara bisa 

menindas, padahal dalam prespektif paham negara integralistik memiliki 

pemahaman bahwa negara tidak mungkin menindas. Para tokoh bangsa 

terutama Soekarno terpengaruh dan percaya terhadap pemikiran yang 

digagas oleh Soepomo. Tetapi pemikiran yang dipaparkan oleh Soepomo 

dibantah oleh tokoh bangsa lain yaitu Muhammad Yamin dan 

Muhammad Hatta yang tidak mempersoalkan hak asasi manusia yang 

berasal barat atau liberal. Sebaliknya yang harus diwaspadai yaitu 

negara. Negara jangan menjadi negara kekuasaan yang akhirnya akan 

menindas rakyat nya. 

Perdebatan kedua pada sidang Konstituante pada tahun 1957-1959 

yang sangat intensif dan menghasilkan khasanah hak manusia yang 

sangat kaya.Ini dibuktikan oleh Risalah Kontituante yang secara 

eksplisit sudah mengakui hak asasi manusia sebagai bagian dari hukum 

positif Indonesia, juga dua puluh empat rumusan hak asasi yang telah 

disepakati Komisi Hak Asasi di Majelis Konstituante, dan beberapa 

pasal yang diberhentikan untuk dilakukannya perbaikan. Menutur Adnan 

Buyung Nasution, Majelis Konstituante telah berhasil merumuskan 

lebih dari 90 persen kesepakatan tentang UUD baru yang antara lain 
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menyepakati pasal yang membahas tentang hak asasi manusia. Namun, 

keberhasilan itu ditolak oleh pemerintah era Soekarno atas dorongan 

Angkatan Darat. 

Perdebatan ketiga terjadi pada masa awal Orde Baru yaitu pada 

tahun 1966-1968 sebagai reaksi terhadap penindasan pada era demokrasi 

terpimpin. Pada masa ini, sempat lahir rumusan Piagam Hak Asasi 

Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara sebagai 

pengulang rumusan hak asasi manusia Konstituante, meskipun tidak 

selengkap pendahulunya. Namun, rumusan ini gagal diterima oleh 

MPRS sebagai pelengkap UUD 1945 karena ditolak oleh fraksi Golkar 

dan fraksi ABRI dengan alasan MPRS bersifat sementara sehingga tidak 

memiliki kewenangan membuat piagam yang memiliki efek sama 

dengan konstitusi. Setelah itu, diskursus hak asasi manusia menghilang 

sampai puncak kekalahannya pada tahun 1974 dengan terjadinya 

peristiwa Malari dan diberangusnya sebelas media massa. 

Perdebatan keempat terjadi pada tahun 1990 an sejak dibentuknya 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai akibat 

masuknya Indonesia dalam Komite Hak Asasi Manusia PBB. Menjelang 

Kongres Hak Asasi Manusia sedunia di Wina tahun 1993, gerakan hak 

asasi manusia tidak dapat lagi ditolak dan dikesampingkan oleh 

pemerintah. Hak asasi manusia kemudian menjadi bagian dari politik 

dan disadari menjadi bagian dari kancah hubungan internasional. 

Diskursus hak asasi manusia kemudia dikaitkan dengan isu gender. 
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Setelah perdebatan periode keempat, diskursus dan perumusan hak asasi 

manusia terus berlanjut, bahkan semakin intensif dan produktif sejalan 

dengan masuknya era reformasi sejak tahun 1998. Sejalan dengan 

tuntutan reformasi dan juga pengaruh dan tuntunan dunia internasional, 

hak asasi manusia semakin mendapatkan perhatian khusus. Berbagai 

peraturan perundang-undangan telah ditetapkan oleh pemerintah antara 

lain Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi 

Manusia, Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi 

Kebenaran dan Rekonsiliasi.
28

 

Hans Kelsen memformulasikan konsepsi negara hukum dalam 

kaitannya demokratisasi dan HAM dengan mengargumentasikan empat 

syarat rechtsstaat, yaitu: 

a) Negara yang kehidupannya sejalan denga konstitusi dan 

undang-undang yang proses pembuatannya adalah 

kewenangan dari lembaga legislatif (parlemen); 

b) Negara  yang mengatur mekanisme pertanggung jawaban atas 

setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh elite 

negara; 

c) Negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman; 

d) Negara yang melindungi hak asasi manusia. 

                                                           
28

  M. Rosyid, M. Nasir, Pengadilan HAM di Indonesia …, 37-40. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

59 
 

 

Berkaitan dengan hal tersebut dalam hal perlindungan HAM, 

perubahan UUD 1945 memberikan jaminan, perlindungan dan 

pengakuan yang lebih komprehensif. Hal ini berbeda dengan UUD 1945 

sebelum perubahan yang muatan pasal HAM secara garis besar. UUD 

1945 setelah perubahan selain memuat pasal-pasal HAM secara garis 

besar, juga memberikan bab khusus yang mengatur dan membahas 

tentang hak asasi manusia yaitu pada Bab XA yang memuat 10 pasal 

dari Pasal 28A sampai Pasal 28J.
29

 

Salah satu poin penting dari perubahan kedua UUD 1945 adalah 

membahas tentang hak asasi manusia (HAM). Berbeda dengan UUD 

1945 sebelum di amandemen, UUD 1945 hasil amandemen kedua 

memasukkan pasal perihal hak asasi manusia menjadi satu bab 

tersendiri, yaitu Bab XA mengenai hak asasi manusia yang didalam bab 

tersebut terdapat 10 pasal. Menurut Ni’matul Huda, penambahan 

rumusan hak asasi manusia serta jaminan penghormatan, perlindungan, 

pelaksanaan dan pemajuannya ke dalam UUD 1945 bukan semata-mata 

karena kehendak isu global, melainkan karena hal itu merupakan salah 

satu syarat negara hukum. HAM, menurutnya sering dijadikan salah satu 

indicator untuk mengukur tingkat peradaban, demokrasi, dan kemajuan 

suatu bangsa. Muatan hak asasi manusia dalam perubahan UUD 1945 

jauh melebihi ketentuan yang pernah diatur dalam UUD 1945 sebelum 

amandemen. Selain karena terdapatnya bab tersendiri yang membahas 

                                                           
29

 Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata Negara …, 819-820. 
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seputar hak asasi manusia, hal lain adalah berisikan pasal-pasal yang 

berkaitan tentang HAM, baik mengatur setiap hak individu maupun 

sebagai warga negara Indonesia. Muatan hak asasi manusia dalam 

perubahan kedua ini dapat dikatakan sebagai bentuk komitmen negara 

untuk melindungi, menjamin dan mengakui keberadaan hak asasi 

manusia dan atas penegakan hukum dan HAM di Indonesia.
30

 

a) Pasal 28 A  : membahas perihal mempertahankan hidup dan 

keturunan; 

b) Pasal 28 B : membahas perihal membentuk keluarga, 

keturunan, perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; 

c) Pasal 28 C  : membahas perihal mengembangkan dan 

memajukan diri, serta mendapat pendidikan dan manfaat ilmu 

pengetahuan teknologi; 

d) Pasal 28 D  : membahas perihal pengakuan yang sama di depan 

hukum, hak untuk bekerja dan kesempatan yang sama dalam 

pemerintahan; 

e) Pasal 28 E  : membahas perihal kebebasan beragama, meyakini 

kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, 

kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat; 

f) Pasal 28 F  : membahas perihal berkomunikasi dan memperoleh 

informasi; 

                                                           
30

 Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai 
dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002 (Jakarta: Kencana, 2017), 104. 
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g) Pasal 28 G  : membahas perihal perlindungan diri pribadi, 

keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda, serta bebas dari 

penyiksaan; 

h) Pasal 28 H  : membahas hidup sejahtera lahir dan batin, 

memperoleh layanan kesehatan; 

i) Pasal 28 I  : membahas tidak dituntut atas dasar hukum yang 

berlaku surut dan bebas dari perlakuan diskriminatif. 

j) Pasal 28 J  : membahas berkewajiban menghargai hak orang 

dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan yang ada di dalam 

peraturan perundang-undangan. 
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BAB III 

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI 

MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT PEMBERIAN 

ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DI 

ERA PANDEMI COVID-19 

 

A. Pengertian Asimilasi dan Integrasi 

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 

10 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat (3) bahwa Asimilasi adalah proses pembinaan 

narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan 

anak dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan dijelaskan pula dalam Pasal 1 

Ayat (5) bahwa pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti 

bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana 

dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan 

yang telah ditentukan.
1
 

Sedangkan Integrasi menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa 

Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan 

penghidupan narapidan dan anak didik pemasyarakatan dengan masyarakat.
2

                                                           
1
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020  

2
Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 
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B. Kondisi Overcapacity Lapas dan Rutan di Indonesia 

Permasalahan kelebihan penghuni yang terjadi di Lapas dan 

RutanIndonesia telah menjadi tugas yang sulit untuk diatasi bagi 

Pemerintah. Menurut situs World Prison Brief, diakses tanggal 1 Oktober 

2020 Indonesia merupakan negara peringkat ke 9 dengan jumlah terbanyak 

231.848 diantara 223 negara di dunia dengan jumlah penghuni Lapas dan 

Rutanyang tersebar diseluruh dunia. 

Hingga saat ini jumlah narapidana dan tahanan Lapas dan Rutandi 

Indonesia mengalami peningkatan jumlah yang sangat signifikan. Tabel 

dibawah ini menunjukkan gambaran peningkatan jumlah narapidana dan 

tahanan Indonesia selama lima tahun terakhir: 

Data Jumlah Narapidana dan Tahamam di Indonesia 2015-2019 

(Sumber Sistem Database Pemasyarakatan, Ditjen Pemsyarakatan 2020) 

Tahun Narapidana Tahanan 

Jumlah 

Total 

Penghuni 

Kapasitas 

Hunian 

Selisih Jumlah 

Penghuni 

dengan 

Kapasitas 

Hunian  

Presentase 

Capacity 

2015 119.207 57.547 176.754 119.797 56.957 47,55 

2016 139.006 65.544 204.55 119.797 84.757 70,75 

2017 161.342 70.739 232.081 123.481 108.6 87,95 

2018 183.274 72.106 255.38 133.769 121.611 90,91 

2019 201.643 64.005 265.648 133.769 131.879 98,59 

 

Sesuai rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), beberapa 

negara telah menerapkan langkah-langkah pembebasan narapidana untuk 

meminimalisir penyebaran Covid-19. Overcapacity yang mencapai 75% 

dalam Lapas dan Rutantidak memungkinkan diterapkannya physical 

distancing. Dalam kondisi normal pun (sebelum Covid-19), selain penyakit 

kulit, salah satu penyakit yang paling banyak diderita di Rutanatau Lapas 

adalah penyakit pernafasan  (ISPA dan TBC). Pada tengah pandemi ini 

dikhawatirkan akan muncul klaster baru di Lapas dan Rutan. Bisa 
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dibayangkan jika satu orang saja terinfeksi Covid-19, maka seluruh penghuni 

Lapas dan Rutanakan tertular, sehingga akan mempersulit pekerjaan negara 

terutama tenaga medis.
45

 

Dalam laporan UNODC (2020), pengalaman negara lain yang tidak 

mengeluarkan narapidana dalam kondisi kedaruratan Covid-19, antara lain 

sebagai berikut: 

 Thailand (Lapas Buriram) sebelum menetapkan kebijakan pembebasan 

narapidana, terjadi kerusuhan beberapa narapidana berhasil kabur hal 

ini dipicu oleh provokasi tentang ancaman merebaknya wabah Covid-

19. 

 Italia, terjadi kerusuhan dan pembakaran, beberapa petugas disandera, 

dan 7 narapidana meninggal. 

 Kolombia, terjadi kerusuhan yang mengakibatkan 23 orang telah tewas 

di salah satu penjara terbesar di Bogota. 

Melihat kasus yang terjadi dari beberapa negara di atas dan sesuai atas 

rekomendasi dari PBB, beberapa negara memutuskan untuk membebaskan 

para narapidana. Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan kebijakan 

asimilasi narapidana selama pandemi Covid-19 melalui Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia. akibat kondisi kepadatan mencapai 103% di Lapas dan 

Rutanyang menyebabkan sulitnya diterapkan social distancing dan psychal 

distancing, oleh karena itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

memutuskan untuk mengambil kebijakan untuk membebaskan narapidana 

dan anak melalui asimilasi di rumah. 

 

 

                                                           
45

 Sri Marthaningtiyas, ‚Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana di Tengah Pandemi 

Covid-19‛, Supremasi Jurnal Hukum, Vol. 3. No. 2 (2020), 59. 
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C. Efektivitas  Implementasi Kebijakan Asimilasi dan Integrasi di Tengah 

Pandemi Covid-19 

Dalam hal program asimilasi, proses pembinaan dilakukan di rumah 

maka proses peleburan itu dilaksanakan oleh para pelaku pelanggar hukum 

ke dalam anggota keluarganya di rumah, agar mereka menyesuaikan kembali 

dan berinteraksi sosial lebih baik dengan aturan keluarga yang ada, serta 

tidak membuat perilaku yang menimbulkan masalah hukum kembali. Proses 

sosial tersebut dilakukan dengan meleburkan budaya, identifikasi, 

penerimaan sikap dan penerimaan perilaku sehingga pelanggar hukum tidak 

menampilkan perilaku yang berbeda dengan aturan atau norma yang ada. 

Dalam pedoman pelaksanaan pengawasan dalam rangka pencegahan 

dan penanggulangan Covid-19 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan dibuat bersama-sama dengan pelaksanaan penelitian 

kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan yang semuanya dilakukan 

secara daring. Dalam hal pengawasan terhadap narapidana dan sangat terkait 

dengan pembibingan yang telah dilaksanakan oleh Pembimbing 

Kemasyarakatan.  

Pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan secara 

virtual (dalam jaringan) melalui sara telekomunikasi Telepon, Video Call 

ataupun Video Conference. Di satu sisi, pengawasan daring ini dapat 

menjadi sarana penganggulangan Covid-19, akan tetapi di sisi lainnya 

pengawasan dalam jaringan ini mengalami berbagai kendala di lapangan, 

smentara pengawasan asimilasi di rumah yang tidak terlaksana secara 

maksimal mengakibatkan pelanggaran hukum kembali para pelaku tindak 

pidana, hal ini mengakibatkan proses penegakan hukum di masyarakat tidak 

berjalan dengan baik.
46

 

                                                           
46

 Safira Afra Yuliandhari, ‚Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatn Guna Mencegah 

Terjadinya Residivis Asimilasi di Era Pandemi Covid-19‛, National Conference For Law Studies: 
Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society, 750. 
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Ketidakefektivan fungsi pengawasan oleh Bapas, hal ini dikarenakan 

masih terbatasnya sumber daya manusia dalam Bapas itu sendiri dan 

diketahui pula bahwa Bapas tidak melakukan pembinaan dengan cara seperti 

biasanya, saat ini hanya mengandalkan teknologi yang ada, sehingga tidak 

dapat memberikan pelayanan secara optimal. 

Gagalnya atau belum berjalan dengan baik proses pembinaan dengan 

adanya kebijakan asimilasi dan integrasi yang belum didukung dengan 

pengawasan yang baik dan optimal serta keadaan masyarakat akibat 

pandemi Covid-19 yang mengakibatkan semakin berkurangnya lapangan 

pekerjaan bagi warga binaan yang belum memiliki cukup bekal ketarmpilan 

akibat gagalnya sistem pembinaan di Lapas, yang mengakibatkan adanya 

tindak residivis. 

Adapun dalam mengeluarkan sebuah peraturan harus disesuaikan 

dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, apabila 

dikatakan tujuan dibentuknya kebijakan tersebut ialah untuk menjamin 

narapidana terhindar dari paparan Covid-19 akibat kondisi Lapas yang 

mengalami kelebihan penghuni. Justru apabila hal itu diterapkan akan 

berakibat sebaliknya, karena dapat dikatakan kecil kemungkinannya terjadi 

penyebaran Covid-19 jika narapidana tetap berada di Lapas, sebab mereka 

tidak mendaoati kontak langsung dengan orang luar. Upaya lain yang dapat 

dilakuakn dalam menangani hal itu ialah seperti menerapkan sistem 

restorative justice,  mensterilkan wilayah sekitar Lapas, membatasi jadwal 

besuk dan pemeriksaan ketat terhadap kondisi narapidana. 

Pelaksanaan asimilasi dalam kondisi pandemi Covid-19 bukan suatu 

kebijakan yang tepat, hal tersebut didasari karena kondisi sosial dan 

perekonomian yang tidak stabil untuk mendukung akan pelaksanaan 

tersebut. Karena selama narapidana masih menjadi warga binaan maka sudah 

semstinya menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak anarpidana yang 

diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Yang mana 
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terkandung beberapa kewajiban negara untuk memenuhi pelayanan 

kesehatan dan perawatan jasmani dan rohani untuk warga binaan. Hal ini 

yang tidak dapat dijamin pemenuhannya oleh negara jika warga binaan 

diasimilasikan di tengah pandemi.
47

 

 

D. Dampak Kebijakan Asimilasi dan Integrasi di Tengah Pandemi Covid-19  

Atas dasar terjadinya overcapacity di Lapas, Pemerintah mengeluarkan 

kebijakan untuk mengeluarkan narapidana sebagai uapaya pencegahan 

Covid-19. Akan tetapi, kebijakan ini menghadirkan beberapa permasalahan 

baru, diantaranya timbul keresahan di tengah masyarakat, keresahan tersebut 

sangat beralasan, mengingat kondisi ekonomi Indonesia yang tidak stabil 

dan jelas serta banyaknya pengangguran di mana-mana menjadikan hal 

tersebut bepotensi menimbulkan perilaku kriminalitas yang mengingkat.  

Masa hukuman yang tidak dijalani secara penuh mengakibatkan tujuan 

dari pemidanaan tersebut yaitu rehabilitasi dan efek jera, tidak 

terimplimentasi secara penuh. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan 

narapidana tersebut belum siap untuk berintegrasi dan berasimilasi kembali 

ke masyarakat. Karena ketidaksiapan tersebut bisa menjadi pemicu eks 

                                                           
47

 Fahira Nesya dkk, ‚ Program Asimilasi di Tengah Pandemi: Sebuah Jalan Keluar Yang Menjadi 

Bumerang?‛, Biro Media dan Informasi PLEADS, (2020). 

Bercermin  dari  tujuan  sistem  pemasyarakatan  adalah  agar  warga 

binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan 

tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh 

lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, serta 

dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung 

jawab.  Akan  tetapi  muncul  banyak  pertanyaan  terkait  apakah  narapidana 

yang  dibebaskan  sudah  tepat  sasaran  dan  tidak  akan  mengulangi 

perbuatannya lagi walaupun belum tuntas menjalani masa hukumannya.  
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narapidana untuk kembali melakukan tindak pidana demi kelangsungan 

hidupnya.
48

  

Hingga pada tanggal 12 Mei 2020, terdapat 106 narapidana melakukan 

tindak pidana lagi dan harus ditangkap akibat kembali berulah melakukan 

tindakan kriminal. Contoh lain narapidana yang kembali melakukan tindak 

pidana setelah dibebaskan yaitu: 

Seorang resididivis bernama Samsul Bahri (41) warga Alue Gadeng, 

Aceh, kembali diamankan polisi karena terlibat dalam kasus pemerkosaan 

disertai pembunuhan di desa Alue Gedeng, Aceh pada Sabtu (10/10/2020).
49

 

Memang tidak semua narapidana yang dibebaskan kembali melakukan 

tindak pidana. Namun dari kasus tersebut bisa menggambarkan dampak yang 

disebabkan karena adanya kebijakan pembebasan narapidana dan anak yang 

telah diterpkan di Indonesia. 

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri menyebutkan 

bahwa dari 39.273 narapidana yang dibebaskan melalui asimilasi, terdapat 

106 orang kembali berulah atau sekitar 0,27%. Statistik kriminal yang 

disampaikan oleh Kabareskrim merupakan data yang tercatat dan 

terlaporkan. Jika mengacu pada statistik kriminal, bahwa hasil pencatatan 

yang dilakukan oleh aparat penegak hukum didominasi atas laporan korban 

dan anggota masyrakat. Namun apa yang disampaikan oleh Kabareskrim 

tersebut hanyalah kasus yang terlapor dan tercatat di kepolisian. Masih 

memungkinkan adanya tindak pidana yang dilakukan narapidana yang 

dibebaskan namun tidak terlaporkan dan tidak dicatat.
50

  

                                                           
48

 Adelia Rachma Indriaswari dkk, ‚Kajian Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan 

Pandemi Covid-19‛, Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM, 34. 
49

 Hesiana Dharmastuti, ‚6 Fakta Residivis Pembunuh Bocah yang Cegah Ibu Diperkosa‛, 

Detiknews (12 Oktober 2020). 
50

 Samuel Arsheldon dkk, ‚Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas 

Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19‛, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14. No. 1 

(Juni 2020), 8. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

69 
 

 

Problematika yang menunjukkan eks narapidana kembali berulah 

tersebut menjadi tanda bahwa upaya pembinaan bagi warga binaan di Lapas 

kurang berjalan efektif. Selain pembinaan terhadap narapidana yang dinilai 

kurang efektif berdasarkan fakta empiris di atas, dapat dikatakn bahwa 

pengawasan perilaku sebelum narapidana dibebaskan kembali dan 

berintegrasi ke masyarakat kurang efektif juga. Oleh karena itu, dapat 

dikatakan bahwa kebijakan pembebasan narapidana yang diambil 

Pemerintah tidak menjamin narapidana yang dibebaskan tersebut untuk 

tidak melakukan tindakan kriminal kembali. 

Pembebasan ini juga dimanfaatkan oleh beberapa oknum sipir untuk 

melakukan pungli terhadap narapidana yang akan dibebaskan. Sejumlah 

narapidana di berbagai daerah mengaku diminta untuk membayar sejumlah 

uang kepada sipir agar dibebaskan melalui program asimilasi. Seseorang 

narapidana Lapas Cipinang mengaku diminta uang sebesar 5 juta setelah 

sebelumnya diminta uang sebesar 7 juta. Menurut mereka, praktik pungli ini 

dilakukan secara sistematis. Narapidana yang mematuhi syarat program 

asimilasi dan integrasi diminta mencari narapidana lain yang tidak 

memenuhi syarat untuk dimintai uang oleh sipir agar dibebaskan.
51

 

Kebijakan Pemerintah mengenai pembebasan narapidana juga 

berpotensi adanya kecemburuan bagi narapidana yang tidak mendapatkan 

pembebasan bersyarat yang dapat menimbulkan tindak kriminal di dalm 

Lapas. Akibat kecemburuan dari narapidana yang tidak mendapatkan 

asimilasi dan hak integrasi mengakibatkan 335 warga binaan Lapas Sorong-

Papua Barat melakukan tindak kriminal di dalam Lapas, berupa penjebolan 

tembok Lapas seta pembakaran ban bekas di dalam Lapas guna menyuarakan 

untuk dapat dibebaskan.
52

 

                                                           
51

 Muhammad Ahsan Ridhoi, ‚Napi Berulah Lagi dan Masalah Lain Iringi Asimilasi Corona 

Kemenkumham‛,  Katadata (17 April 2020) 
52

 Michael Djasman, ‚Lapas Sorong Ricuh, Ratusan Napi Minta dibebaskan‛, Kompas.com (23 

Maret 2020). 
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BAB IV 

TINJAUAN FIQH SIYA<SAH TERHADAP PERATURAN MENTERI HUKUM 

DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG 

SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI 

NARAPIDANA DAN ANAK DI ERA PANDEMI COVID-19 

 

A. Tinjauan Yuridis terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan 

Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak di Era Pandemi Covid-19 

Kebijakan Pemerintah dalam memberikan asimilasi dan hak integrasi 

bagi narapidana dan anak tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 yang dilaksanakan 

sebagai tindakan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran 

Covid-19. Sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19, Kementrian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia juga mengeluarkan surat bernomor 

M.HH.PK.01.01.01-04, yang pada intinya berisi penolakan kegiatan 

pelayanan kunjungan dan penerimaan tahanan baru di Rutandan Lapas 

terhitung mulai tanggal 18 Maret 2020, termasuk juga permintan penundaan 

kegiatan sidang yang harus dihadiri tahanan. Selain itu, Kementrian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia juga menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04/2020 Tentang 
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Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan 

Integrasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.  

Pembebasan terhadap narapidana dan anak tersebut dilakukan dengan 

pertimbangan karena wabah Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana 

nasional non-alam. Dikarenakan Lapas, Rutandan LPKA merupakan sebuah 

institusi tertutup yang saat ini mengalami kelebihan penghuni 

(overcapacity). Dengan kondisi Lapas maupun Rutanyang notabene 

mengalami overcapacity dan dengan adanya pandemi wabah Covid-19saat 

ini membuat para tahanan menjadi sangat rentan terhadap penyebaran dan 

penularan Covid-19. Mengingat para petugas pemasyarakatan tidak tinggal 

di dalam lingkungan tahanan, melainkan di luar kompleks Lapas yang sudah 

barang tentu berinteraksi dengan masyarakat luar. Ditambah lagi Pemerintah 

mengeluarkan kebijakan social distancing, atas dasar tersebut maka sangat 

urgent untuk mengambil tindakan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di 

dalam Lapas, Rutanmaupun LPKA agar hak tahanan untuk hidup tidak 

terganggu.  

Akan tetapi, pasca diberlakukannya kebijakan Pemerintah terkait 

pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak tersebut 

memiliki dampak positif dan negatif. Nilai plus terkait kebijakan tersebut 

adalah bermanfaat guna mencegah penularan Covid-19 di lingkungan para 

tahanan dalam Rutan, Lapas maupun LPKA yang saat ini mengalami over 

capacity. Dengan langkah kebijakan Pemerintah tersebut, dapat mengurangi 
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kelebihan beban di dalam lingkungan para tahanan yang jumlah narapidana 

sudah melebihi daya tampung tersedia.  

Selain itu, kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang tepat guna 

memenuhi hak narapidana itu sendiri sebagaimana dalam Pasal 14 huruf j, k, 

dan l Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 

bahwa: ‚Narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk 

cuti mengunjungi keluarga,  mendapatkan pembebasan bersyarat, dan 

mendapatkan cuti menjelang bebas.‛   

Sedangkan dampak negatifnya tersebut adalah dengan pemberlakuan 

kebijakan Pemerintah terkait pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi 

narapidana telah menimbulkan keresahan di tengah kehidupan masyarakat. 

dikarenakan beberapa narapidana yang dibebaskan justru terlibat melakukan 

tindak kejahatan lagi. berdasarkan fakta di lapangan sudah banyak kasus 

terkait narapidana yang tertangkap kembali karena melakukan kejahatan 

seperti perampokan, pencurian, kekarasan hingga pelecehan seksual. 

Menyikapi banyaknya berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan 

narapidana tersebut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. 

pembebasan narapidana untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di tengah 

padatnya Lapas merupakan solusi yang hanya bersifat sementara. Persoalan 

utama bukan pada over capacity  Lapas dan Rutan, melainkan pada 

meningkatnya presentase penggunaan penjara yang tidak diimbangi dengan 

sarana prasarana yang mencukupi. 
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Jika menganalisis terkait pemberlakuan kebijakan Pemerintah terkait 

pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak, jika 

dikaitkan dengan hukum positif yang membahas perihal hak asasi manusia  

dan peraturan perundang-undangan secara hierarki akan menemukan 

beberapa persamaan dan keksesuaian antara lain: 

1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar peraturan perundang-

undangan. jika dikaitkan dengan dengan Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 maka kebijakan tersebut 

telah mencerminkan asas atau nilai yang termaktub dalam Pasal 28D 

ayat (1) yang berbunyi ‚Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

di hadapan hukum‛. Dapat dikatakan bahwa kebijakan Pemerintah 

tersebut memang sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam 

pasal tersebut bahwasanya perlindungan negara terhadap warga 

negaranya dalam hal ini adalah narapidana dan anak berlaku dimanapun 

dia berada karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu 

hak warga negara khususnya hak untuk berasimilasi dan berintegrasi. 

Akan tetapi melihat dampak negatif dalam kebijakan Pemerintah 

tersebut yakni maraknya kasus Narapidana yang berulah kembali 

sehingga membuat angka presentase kriminalitas menjadi meningkat, 

tentulah kebijakan Pemerintah tersebut bertentangan dengan apa yang 

terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya dalam Pasal 28 

G ayat (1) yang berbunyi: ‚Setiap orang berhak atas perlindungan diri 
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pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah 

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari 

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan 

hak asasi‛. Rumusan pasal tersebut memiliki nuansa perlindungan, 

dalam hal ini adalah perlindungan bagi masyarakat akan harta bendanya 

dan keamanannya dari tindakan kejahatan yang dilakukan lagi oleh 

mantan narapidana dan anak. Dari hal tersebut tumbuh kekhawatiran di 

tengah kehidupan masyarakat. 

2) Disamping dalam Undang-undang Dasar 1945, nilai yang mengandung 

tentang hak asasi manusia juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 2, Pasal 3 

ayat (2) dan Pasal 9 ayat (3). 

- Pasal 2 menegaskan bahwa: 

‚Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak 

asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara 

kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus 

dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan mertabat 

kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta 

keadilan.‛ 

- Pasal 3 ayat (2) menegaskan bahwa: 

‚setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 

perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan 

perlakuan yang sama di depan hukum.  
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- Pasal 9 ayat (2) menegaskan bahwa: 

‚setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat‛ 

Dapat disimpulkan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 terkait pemberian 

Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana juga sudah memenuhi hak-

hak Narapidana itu sendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan 

Pasal 3 ayat (2) bahwa Narapidana sebagai Warga Negara Indonesia 

juga berhak mendapatkan perlindungan, penghormatan, dan perlakuan 

yang adil di depan hukum. Selain itu Narapidana juga berhak 

mendapatkan kehidupan yang baik dan sehat sebagaimana dalam tujuan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 

2020 yakni dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran 

Covid-19 di dalam Lapas maupun Rutanyang mengalami over capacity. 

Akan tetapi hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2), 

Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 dan Pasal 35. Dalam pasal tersebut pada 

intinya menyebutkan terkait hak untuk hidup tenteram, aman, damai 

bahagia, sejahtera lahir batin dan terlindungi hak asasi manusianya. Jika 

hal tersebut dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah terkait pemberian 

asimilasi dan hak integrasi justru bertentangan. Mengingat berdasarkan 

fakta di lapangan akan banyaknya kasus narapidana yang berulah 

kembali hingga meresahkan masyarakat akan kenyamanan dan 

ketentraman kehidupan masyarakat. 
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 Kendala dalam pelaksanaannya adalah banyak para narapidana 

yang mendapatkan asimilasi melakukan tindak pidana kembali 

(residivis), 28 Narapidana tercatat melakukan tindak pidana. Dengan 

rinciannya:
53

 

a) Polda Jawa Tengah: 8 pelaku (kasus pencurian kendaraan 

bermotor, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan 

kekarasan, dan pelecehan seksual).  

b) Polda Jawa Timur: 2 pelaku (kasus pencurian kendaraan 

bermotor). 

c) Polda Kalimantan Barat: 3 pelaku (kasus pencurian kendaraan 

bermotor). 

d) Polda Banten: 1 pelaku (kasus pencurian dan penipuan). 

e) Polda Mtero Jaya: 1 pelaku (kasus pencurian dengan kekerasan). 

f) Polda Kalimantan Selatan: 2 pelaku (kasus pencurian dan 

pencurian dengan pemberatan). 

g) Polda Sulawesi Tengah: 1 pelaku (kasus pencurian) 

h) Polda Nusa Tenggara Timur: 1 pelaku (kasus penganiayaan) 

i) Polda Sumatera Utara: 4 pelaku (kasus pencurian dan pencurian 

dengan kekerasan) 

j) Polda Kalimantan Utara: 3 pelaku (kasus pencurian) 

k) Polda Kalimantan Timur: 2 pelaku (kasus pencurian dan 

penipuan). 

                                                           
53

 Adi Briantika, ‚28 Napi Program Asimilasi yang Beraksi Lagi saat Corona‛, Tirto.id  (21 April 

2020). 
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 Kekhawatiran akan dampak dari kebijakan pembebasan 

narapidana di tengah pandemi Covid-19 mulai muncul, pertama, di 

tengah pandemi Covid-19, eks narapidana akan dihadapkan dalam 

situasi yang sulit untuk mencari pekerjaan. Terlebih lagi di dalam 

skema paket kebijakan bantuan pra kerja yang telah digulirkan 

Pemerintah, tidak menyebutkan mengenai bantuan pra kerja bagi para 

eks narapidana yang telah dibebaskan. Keduanya, maraknya praktik 

jual beli tiket pembebasan narapidana di Lapas. Ketiga, aksi 

kriminalitas mulai bermunculan. Kerusuhan di LP Manado akibat 

kecemburuan sosial tidak mendapatkan asimilasi dan berulahnya 

beberapa narapidana yang dibebaskan menjadi salah satu bukti. Data 

Kementrian Hukum dan HAM menyebutkan bahwa tingkat 

Residivisme di Indonesia normal, residivisme adalah fenomena yang 

normal bagi negara di seluruh dunia. Tingkat residivisme global 14%-

Jenderal Pemasyarakatan per Februari 2020) dengan catatan total 

280.001 tahanan dan narapidana. Jika dilihat jumlah narapidana yang 

dibebaskan lewat asimilasi Covid-10 yaitu 38.882 bila diasumsikan 50 

diantaranya kembali melakukan tindak pidana, tingkat residivismenya 

baru di angka 0,12% (jumlah hingga 20 April 2020).
54

 

                                                           
54

Reynold Apriadi Napitupulu, ‚Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Hak Asasi Terhadap 

Narapidana dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi 

dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan 

Penyebaran Covid-19 dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia‛ (Skripsi—Universitas 

Sumatera Utara, Sumatra Utara, 2020), 76. 

45% dn tingkat resivisme Indonesia yaitu 18,12% (Data Direktorat 
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Sebelum narapidana dan anak dibebaskan melalui pemberian asimilasi 

dan hak integrasi, Lapas mempunyai kewajiban atau tugas dalam melakukan 

sebuah pembinaan terhadap narapidana dan anak. Pembinaan itu sendiri 

diatur dalam Pasal 1 no 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 yang 

menegaskan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas 

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, 

profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik 

pemasyarakatan. 

Terkait pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan 

Pemasyarakatan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang terdiri dari 

atas pembinaan pemasyarakatan, pengaman pemasyarakatan, dan 

pembimbing kemasyarakatan. Dalam melaksanakan pembinaan, Kepala 

Lapas menetapkan Petugas Pemasyarakatan yang bertugas sebagai wali 

narapidana dan anak didik pemasyarakatan. 

Dalam pembinaan terhadap narapidana dan anak, prosedur pembinaan 

diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi bahwa Kepala 

Lapas wajib melaksanakan pembinaan narapidana, dalam melaksanakan 

pembinaan Kepala Lapas wajib mengadakan perencanaan kemudian 

pelaksaan dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan, kegiatan 

pembinaan tersebut diarahkan pada kemampuan narapidana untuk 

berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.    
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Setelah narapidana dan anak dibebaskan melalui pemberian asimilasi 

dan hak integrasi wajib mengikuti kegiatan atau regulasi yaitu 

pembimbingan. Pembimbingan sendiri memiliki pengertian yang tertentuan 

dalam Pasal 1 Nomor 2 yang berbunyi Pembimbingan adalah pemberian 

tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani 

dan rohani Klien Pemasyarakatan. 

Kegiatan pembimbingan sendiri dilakukan oleh Bapas. Narapidana dan 

anak setelah bebas melalui program asimilasi dan integrasi disebut juga 

Klien Pemasyarakatan yang khusus dalam mengikuti kegiatan 

pembimbingan yang dilaksanakan oleh Bapas. Peraturan mengenai 

pembimbingan terdapat dalam Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) dan 

Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi Kepala 

Bapas wajib melaksanakan pembimbingan Klien, dalam melaksanakan 

pembimbingan tersebut Kepala Bapas wajib mengadakan perencanaan 

pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembimbingan, dan 

kegiatan pembimbingan tersebut diarahkan pada kemampuan Klien untuk 

berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Serta dijelaskan juga dalam 

Pasal 31 yang berbunyi bahwa pembimbingan Klien dilaksanakan oleh 

Pembimbing Kemasyarakatan yang dititikberatkan kepada reintegrasi sehat 

dengan masyarakat. 

Tujuan dari kegiatan pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan 

oleh pihak Lapas dan Bapas terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah 
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Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi bahwa pembinaan dan pembimbingan 

kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan 

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedasaran berbangsa dan 

bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, 

kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja 

dan latihan kerja dan produksi. 

Dalam hal narapidana dan anak melakukan tindak pidana kejahatannya 

lagi setelah mereka mendapatkan Asimilasi dan Hak Integrasi oleh 

Pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 

2020, Pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

dapat mencabut hak yang diperoleh Narapidana dan Anak.  

Pencabutan asimilasi telah diatur dalam Pasal 136 Ayat (1) dan Ayat 

(2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 

yang berbunyi bahwa Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mencabut 

keputusan pemberian asimilasi yang ditetapkannya terhadap narapidana 

anak, pencabutan keputusan tersebut dilakukan jika narapidana dan anak: 

melakukan pelanggaran tata tertib di dalam Lapas dan dicatat dalam buku 

register F, tidak melaksanakan program asimilasi sebagaimana mestinya, 

melakukan pelanggaran hukum, terindikasi melakukan pengulangan tindak 

pidana, menimbulkan keresahan dalam masyarakat, pulang kerumah atau 

tempat lain yang merupakan tempat tinggal keluarga atau saudara, bepergian 
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ke tempat lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan asimilasi dan 

menerima kunjungan keluarga di tempat menjalankan asimilasi. 

Begitupun juga dengan pencabutan Integrasi yang diperoleh oleh 

narapidana dan anak diatur dalam Pasal  138 Ayat (1) dan Ayat (2) yang 

berbunyi bahwa Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mencabut 

keputusan pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti 

bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah. Selain itu juga diatur dalam Pasal 

139 yang menyebutkan bahwa pencabutan pembebasan bersyarat, cuti 

menjelang bebas, dan cuti bersyarat dilakukan berdasarkan syarat umum 

yang melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka atau 

terpidana dan syarat khusus yang terdiri atas: menimbulkan keresahan dalam 

masyarakat, tidak melaksanakan kewajban melapor kepada Bapas yang 

membimbing paling banyak 3 kali berturut-turut, tidak melaporkan 

perubahan alamat atau temapt tinggal kepada Bapas yang membimbing dan 

tidak mengikuti atau memnuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh 

Bapas.            

 

B. Tinjauan Fiqh Siya>sah terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan 

Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak di Era Pandemi Covid-19 

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, Fiqh Siya>sah antara lain 

membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanan kekuasaan 
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menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa 

pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya. 

Seperti yang dijelaskan di bab 2, bahwa d{harur>iyah al-khams pada 

dasarnya merupakan bagian dari teori maqashid syari’ah yang terdiri atas 

dua kata, yaitu maqashid dan syariah. Maqashid adalah bentuk jamak dari 

maqshud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Adapun syariah artinya jalan 

menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menju ke arah sumber 

kehidupan. Sedangkan secara istlah maqashid syariah  adalah ketetapan 

Allah SWT untuk menjadikan maslahah pada manusia yakni dengan 

terpenuhinya kebutuhan primer, sekunder dan tersier agar manusia bisa 

memenuhi hajat hidupnya dan dapat menjadi hamba Allah SWT yang baik. 

Maqashid Syariah merupakan kesatuan prinsip, perkataan maupun perbuatan 

yang di dasarkan untuk mencapai ridla Allah SWT.  

Maqashid syariah memiliki tiga bagian yaitu: pertama, tujuan umum 

(maqashid ‘amm) yaitu tujuan-tujuan yang ada dalam hukum-hukum Islam 

secara umum seperti dharuriyat al-khamsah. Kedua, tujuan khusus 

(maqashid khashah) yaitu tujuan-tujuan yang diperhatikan dalam salah satu 

bab tertentu seperti kesejahteraan anak, mencegah kejahatan dan mencegah 

monopoli dalam hukum muamalah. Ketiga, tujuan parsial (maqashid 

juz’iyyah) yaitu tujuan-tujuan di balik sutau nash hukum tertentu. 

Mengikuti pemetaan di atas, hifdzu nafs tergolong dalam maqashid 

‘amm karena hifdzu nafs merupakan salah satu bagian dari dharuriyat al-

khamsah (lima keniscayaan) diantaranya: 
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1. Memelihara agama (hifdzu di>n) 

2. Memelihara jiwa (hifdzu nafs) 

3. Memelihara akal (hifdzu ‘aql) 

4. Memelihara keturunan (hifdzu nashab) 

5. Memelihara harta (hifdzu ma>l) 

Dengan berlakunya kebijakan asimilasi dan integrasi membawa 

mudharat dalam kehidupan masyarakat dikarenakan narapidana yang 

dibebaskan melalui asimilasi dan integrasi di satu sisi dinilai dapat menjadi 

keresahan tersendiri bagi masyarakat sebab dalam hal ini, sifat ketercelaan 

narapidana masih melekat dan belum sepenuhnya terhapus, sehingga dapat 

dikatakan belum secara utuh dapat terintegrasi dalam miniatur masyarakat. 

Lebih lanjut, kondisi tersebut dinilai dapat berpotensi menimbulkan calon 

residivis baru dalam masa pandemi. Hal demikian juga secara afirmatif 

diamini dalam beberapa kajian mengenai kondisi sosial masyarakt pada masa 

pandemi, seperti halnya yang dapat meningkatkan kriminalitas, mengingat 

kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak menentu pada masa 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
55

 

Seperti kasus resdivis yang terjadi di wilayah hukum Jawa Timur, 

Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Banten, Kalimantan Selatan, Sulawesi 

                                                           
55

M. Reza Baihaki dan Siti Nurhalimah, ‚Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Asimilasi 

Dan Integrasi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19‛, Majalah Hukum Nasional, Vol. 50. No. 

2 (2020),  223. 
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Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, 

Kalimantan Timur dengan jumlah total 28 kasus residivis.  

Melihat banyaknya kasus narapidana yang mengulangi tindak 

kejahatannya lagi setelah bebas melalui kebijakan asimilasi dan integrasi 

tersebut dinilai lebih banyak menimbulkan sisi negatif atau mudhorotnya. 

Kemudian kebijakan pemberian asimilasi dan integrasi di tengah pandemi 

yang diberlakukan Pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia sangat bertentengan dengan prinsip hak asasi manusia dalam 

Islam yaitu prinsip d{harur>iyah al-khams dalam hal ini perlindungan jiwa 

(hifdzu nafs). Sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam surah 

Al-Maidah ayat 32 berikut: 

 
َ
ا فهََأ َْ حۡيَا

َ
َۡ أ ٌَ ا وَ ا قَتَوَ ٱلنَّاسَ جََيِعا ٍَ جَّ

َ
رۡضِ فهََأ

َ
وۡ فسََادٖ فِِ ٱلۡۡ

َ
ا بغَِيۡرِ جَفۡسٍ أ َ قَتَوَ جَفۡسََۢ حۡيَا ٱلنَّاسَ ٌَ

َ
ٓ أ ا ٍَ جَّ

َٰلمَِ فِِ  ً بَعۡدَ ذَ ُٓ ِۡ ِ ٌّ ا  ًَّ إنَِّ نَثيِرا َِا بٱِلۡۡيَّنََِٰتِ ثُ ًۡ رسُُيُ ُٓ اۚ وَىلََدۡ جَاءَٓتۡ سۡۡفُِٔنَ   جََيِعا ٍُ َ رۡضِ ل
َ
 ٣٢ٱلۡۡ

Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka 

seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan 

sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan 

(membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak 

diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam 

berbuat kerusakan dimuka bumi. 

Selain itu berdasarkan sabda Rasulullah Saw yang berbunyi: 

 لاضََرَرَْوَلاَْضِرَارَ
Tidak boleh ada sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan tidak 

juga membahayakan orang lain (HR. Daruquthni, Ibnu Majah dan 

Malik). 

Salah satu dari kelima tujuan prinsip hukum Islam tersebut yakni 

hifdzu nafs jika dikaitkan dengan kebijakan asimilasi dan hak integrasi 

memang sangat bertentangan. Karena mengingat pasca narapidana telah 
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diberikan kebebasan dalam hal ini kebijakan asimilasi dan integrasi di masa 

pandemi Covid-19, banyak dari mereka melakukan tindak residivis. Hal 

tersebut berdampak buruk di kehidupan masyarakat.   

Dijelaskan dalam konteks Maqashid Syariah sebagai pemeliharaan 

jiwa (hifdzu nafs) memiliki tujuan agar terjaga keselamatan orang lain. 

Hifdzu nafs ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan 

memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan yang memberikan dampak 

kemudharatan (kemafsadatan) bagi orang lain seperti meresahkan orang lain, 

pencurian, penganiayaan dan lain-lain. 

Umat Islam berkewajiban untuk menjaga diri sendiri dan orang lain. Islam 

juga sangat mendukung agar saling menyayangi dan berbagi kasih sayang 

dalam bingkai ajaran agama Islam serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad 

SAW. Jaminan keselamatan jiwa (hifdz nafs) ialah jaminan keselamatan atas 

hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian 

umum dari jaminan ini, ialah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan 

dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan dari sifat buruk manusia.
56

 

Selain itu, ada juga salah satu metode istinbath hukum Islam yang 

menggunakan pendekatan maqashid syariah yakni maslahah mursalah. 

Maslahah mursalah semestinya dapat diterima oleh umat Islam sebagai dasar 

dalam menetapkan hukum Islam tetapi ada beberapa ulama yang tidak 

                                                           
56

 Muhammad Abu Zahrah (diterjemahkan: Saefullah Ma’shum dkk), Ushul Fiqh, (Jakarta: PT. 

Pustaka Firdaus), 425. 
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menerima maslahah mursalah sebagai hujjah, sebagai dasar penetapan 

hukum. 

Jika dianalisis dengan menggunakan teori maslahah mursalah yaitu 

suatu metode atau cara dalam menetapkan hukum dengan pertimbangan 

untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia. sehingga dengan berlakunya 

kebijakan pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana tersebut 

bertentangan atau tidak sesuai dengan konsep maslahah mursalah yang 

menjunjung tinggi nilai kemaslahatan manusia karena dengan diterapkannya 

kebijakan tersebut melahirkan banyak kekhawatiran dan berdampak buruk 

yang menimbulkan kemudharatan yang diperoleh masyarakat.  

Pemerintah boleh saja membuat segala peraturan dan kebijakan yang 

berkaitan dengan kemaslahatan umat, akan tetapi selama peraturan dan 

kebijakan tersebut tidak akan bertentangan dengan Al-Qur’an dan Al-Hadits 

sebagai sumber utama dalam pembuatan hukum. Dalam kajian fiqh Siya>sah, 

kekuasaan legislatif yaitu pemerintah Islam dalam membuat dan mentapkan 

hukum harus meliputi: 

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan 

hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat. 

2. Masyarakat islam yang akan melaksanakannya. 

3. Isi peraturan hukum harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat disimpukan sebagai berikut: 

1. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak 

Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan 

penanggulangan penyebaran Covid-19, menurut penulis adanya 

kebijakan ini merupakan bagian dari bentuk pelanggaran hak asasi 

manusia khususnya hak masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai 

bertentangan dengan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 

dan Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 

2. Dalam prinsip d{harur>iyah al-khams masuk dalam kategori hifdzu nafs 

yang membahas perihal hifdzu al-huquq al-insan (perlindungan hak-

hak manusia). Didalam ajaran agama islam, hifdzu nafs sebagai hak 

paling utama yang diperhatikan. Hak tersebut mecakup jaminan 

keselamatan nyawa dan anggota badan dari tindakan yang memberikan 

dampak kemudharatan. Karena Allah melalui Al-Qur’an dan Hadits 
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telah menegaskan bahwa menjamin, melindungi dan mengakui 

keberadaan hak asasi manusia. 

 

B. Saran 

1. Kebijakan Pemerintah di tengah pandemi Covid-19, yaitu kebijakan 

yang tertetuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 10 Tahun 2020. Kebijakan tersebut menuai pro dan 

kontra. Menurut aspek pro, kebijakan tersebut bertujuan untuk 

mencegah penularan Covid-19 di Lapas maupun Rutan. Pertimbangan 

selanjutnya yaitu Lapas di seluruh Indonesia telah mengalami over 

capacity yang akan mempercepat penularan di klaster Lapas antara 

narapidana satu dengan narapidana yang lain. Dikarenakan di 

lingkungan Lapas yang over kapasitas sangatlah sulit untuk 

menerapkan protokol kesehatan yaitu physical distancing (jaga jarak). 

Selanjutnya, dampak kontranya yaitu measyarakat menjadi resah 

karena berlakunya kebijakan tersebut. Resahnya masyarakat karena 

sebagian narapidana dan anak yang telah mendapatkan hak asimilasi 

dan hak integrasi melakukan tindak pidananya lagi yang bertentangan 

dengan hukum dan norma yang berlaku di Indonesia. 

2. Untuk melaksanakan kebijakan pemberian hak Asimilasi dan hak 

integrasi menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 10 Tahun 2020, menteri hukum dan hak asasi manusia 
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mengkaji ulang kebijakan tersebut dan membuat peraturan atau 

kebijakan yang mencerminkan asas keadilan, kesetaraan, 

keseimbangan, ketertiban dan kepastian hukum. 
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